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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telan
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penetapan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2025 - 2029.

Penyesuaian Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilakukan
penyesuaian nomenklatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotabaru. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan,
mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai
penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat
Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Penetapan Renstra ini.
Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara
manajemen Aparatur Sipil Negara yang akuntabel, agar mampu mendorong peningkatan
profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kotabaru, Oktober 2025

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTABARU,

\

ANANG MUHAMED ZEN, 5.T. M.T., CGCAE
NIP. 19730916 200312 1002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan
oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan
strategis lokal, nasional dan global yang berada dalam tatanan Sistem
Akuntabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan
perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari
Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunannya mengacu kepada pembangunan nasional dan prioritas
lokal.

Dokumen Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai pedoman
atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar
kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal. Kekuatan dan kelemahan
balk internal dan eksternal organisasi disusun dengan melibatkan
stakeholder pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotabaru tetap mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2025-2029.

RPJMD dimaksud sebagai implementasi dari Undang — Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Masional dan Undang-undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang dilkuti dengan beberapa aturan turunannya
seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah

Kabupaten Kotabaru wajib menyusun RPJMD Kabupaten Kotabaru
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Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dengan RPJMD Kabupaten Kotabaru
Tahun 2025-2029 sesuai Visi Mewujudkan Kotabaru yang HEBAT
(Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, dan Tangguh), Maju, dan
Berkelanjutan dan keterkaitan BKPSDM sesuai Misi-3 Menguatkan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan tujuan 3

Menguatnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan vyang
Berintegritas dan Adaptif sasaran 7 Terwujudnya Digitalisasi
Pemerintahan untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
yang berkaitan dengan kepegawaian yaitu Peningkatan profesionalitas
aparatur sipil negara di daerah, Pengembangan kompetensi SDM
aparatur baik teknis maupun manajerial, Penguatan Pendidikan, Sains,
dan Teknologi, serta Digitalisasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam
rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam
rencana strategis kementenan atau lembaga pemerintah non kementerian
untuk ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis
perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam
rencana kerja perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan
sub-kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan
sumber dana. Hubungan nyata RPJMD dan rencana strategis perangkat
daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) perangkat daerah dan pemerintah kota.
IKU dan IKK selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan
fungsi perangkat daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif
bagaimana target kinerja pemerintah daerah didukung oleh indikator dan

target kinerja perangkat daerah.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan
RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD
pada pasal 58 bahwa Penyempurmaan Rancangan awal Renstra di
lakukan setelah tersusunnya perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan
mempertimbangkan saran dan masukan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten.

RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud, dijadikan dasar berpijak oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyusun Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, mempunyai tugas
Membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. dan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen
kepegawaian daerah, Menyusun peraturan perundang — undangan daerah
dibidang manajemen kepegawaian sesual norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS sesual norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang — undanganan,
melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS5
dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang — undangan,

penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan PNS sesual norma,
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standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perataran perundang —
undangan, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi
pegawai, pengelolaan, penyajian data dan informasi pegawai,
pengelolaan Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia, Pembinaan,
Pengawasan dan pengendalian UPTD, pengelolaan kesekretariatan dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia melanjutkan pedoman
pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk
rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat |l diKalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

J. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4286);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta KerjJa menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan MNegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kernqa menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NMomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 5059) sebagaimana telahdiubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kera menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6301);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomord1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
6856);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

16. Undang-Undang Nomor & Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kernja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 6887);

19. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

22 Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomeor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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25. Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 58868);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6402}

26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5941);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

31. Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);
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32. Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 6206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

J4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 MNomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

J8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6883);

40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 112);

44  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen MNomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
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2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

48. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu
Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

51. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Bernta MNegara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1240);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

54. Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

57. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Venfikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

58. Instruksi Menteri Dalam MNegeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

99. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018- 2038 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113);

60. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 122);

61. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 Nomor 6);

62. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
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63. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor & tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019
Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2044
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 ).

66. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
Nomor 5);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 12,
tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru MNomor 10 )
tertanggal 20 Agustus 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Kera Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru ini disusun sebagai sarana untuk mencapai Visi dan Misi Badan
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru.
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Secara umum Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah
mengidentifikasi kondisi yang ada saat ini, kemudian memprediksi dan
memproyeksikan kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang
dalam rangka peningkatan Kkinerja, sekaligus memenuhi amanat yang
terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru adalah :

a. Merumuskan Program-Program Strategis dan Prioritas serta arah
kebijakan dengan perbalkan sumber daya yang ada sebagai
penjabaran dari Visi dan Misi.

b. Pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi satuan kerja perangkat
daerah yang telah ditetapkan dan memberikan komitmen terhadap
aktifitas yang dilaksanakan organisasi.

c. Merupakan target kualitatif sekaligus sebagai instrumen pengukuran
kinerja yang telah dilakukan.

Secara Khusus, Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia adalah:

a. Menjabarkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan
dan mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru kedalam bentuk program yang lebih terarah dan
terukur.

b. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin
konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini,
perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada
pemilihan program strategis yang sesual guna mengatasi isu yang
berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan

kegiatan pembangunan.
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Cc. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program
pembangunan selama 2 (dua) tahun ke depan.

d. Sebagai dasar bagi Bupati Kotabaru dalam mengukur dan menilai
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotabaru pada setiap akhir pelaksanaan tahun
anggaran.

e. Menjadikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotabaru, Sebagai Satuan Kerja Terbaik Dalam
Tertib Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di Kabupaten
Kotabaru.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 disusun
menurut sistematika sebagai berikut:

BAB | = PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB |l : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

211. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat
Daerah sesuai Pergub SOTK

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

213 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (
termasuk capaian SPM )

214 kelompok Sasaran Layanan

2.2, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat
Daerah

2.2 1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis
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BAB 1lI :

BAB IV

REASTEA ENPSDM 2079-202¢

- Tabel 2.1 Teknik menyimpulkan Isu Strategis
Perangkat Daerah

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIs DAN ARAH
KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -
2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
— 2029

- Tabel 3.3 Teknik merumuskan Tujuan dan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 —
2029

- Tabel 34. Penahapan Renstra Perangkat
Daerah

3.4 Arah Kebijakan Renstra perangkat Daerah Tahun
2025 - 2029

- Tabel 3.4 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
perangkat Daerah

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4 1. Uraian Program
4 2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinera, indikator,
target, dan pagu indikatif

Tabel 42 Teknik merumuskan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Tabel 43 Rencana Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan dan Pendanaan

4 4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Dareah

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Priontas dalam
mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah

45 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra tahun 2025 - 2029 melalui
Indikator Kinena Utama ( IKU ) Perangkat Dareah
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Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

46 target Kinerja penyelenggaraan  urusan
pemerintah daerah tahun 2025- 2029 melalu
indikator kKinerja kunci ( IKK )

Tabel 46 Indikator Kinerja Kunci Perangkat
Daerah

BAB V : PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai
Lembaga Teknis, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 tahun 2019 Tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru serta
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru.
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Pergub SOTK
Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185
tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian serta
Pendidikan dan pelatihan.
(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen Kepegawaian
daerah;
b. Penyusunan peraturan perundang — undangan daerah di bidang

manajemen kepegawaian sesual norma, standar dan prosedur yang
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ditetapka oleh pemerintah;

c. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negen Sipil sesual norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;

d. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil dalam dan dar jabatan struktural atau fungsional
sesual norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang - undangan;

e. Penetetapan tunjungan, kesejahteran dan pembinaan Pegawai Negeri

Sipil sesual norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang - undangan;

Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;

Pengelolaan, penyajian data dan informasi kepegawaian;

> @

Pengeloaan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia

. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
J. Pengelolaan kesekretariatan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdin dari:
a. Sekretariat, membawanhi
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur;
Bidang Mutasi dan Promosi;
Bidang Disiplin, Kesegjahteraan dan Informasi;
UPTD; dan

Jabatan Fungsional;

- @ a0
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DAYA MANUSIA

KELOMPOK JABATAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAMN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

5UB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPADA BIDANG
PENGADAAN DAN
PEMGEMBAMNGAN APARATUR

KELOMPOK JABATAMN
FUNGSIOMNAL

RENSTRA BENPshb 2024-2024

KEPADA BIDANG MUTASI
DAN PROMOSI

KEPALA BIDANG DISIPLIN,
KESEJAHTERAAN DAN
INFORMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOMAL

KELOMPOK JABATANM
FUNGSIONAL

Diambil dari Perbup No. 185 Tahun 2022
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru keadaan sampai dengan
Juli 2025 sebanyak 69 orang terdiri dari 43 orang berstatus PNS dan 9
Orang berstatus PPPK dan 17 orang berstatus Non ASN yang

dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Badan Kepegawalian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 berdasarkan
Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kepegawaian

S| B per empuan
- —  mtakidaki

ASN MM ASN

Sumber Data : Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru

Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Pendidikan Formal
Keadaan s.d Juli 2025

Berdasarkan Pendidikan ASN dan

%

Sumber Data : Sekretaria BKPSDM
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2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Dearah ( termasuk Capaian SPM )

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia secara optimal sangat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proposional dan
memadai.

Secara garis besar pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia kepada Pegawal Negen Sipil  dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru selama periode 2025-2029 dilihat dari
beberapa faktor adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal
Sebagaimana Gambaran umum kondisi Jumlah ASN Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Jumiah

ASN di Pemkab Kotabaru menurut keadaan Juli 2025, yaitu dimana

Jumlah ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia tercatat sebanyak 52 Orang , dan 17 orang Non ASN dengan

melayani 4081 ASN sehingga rasio perbandingan antara ASN Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap ASN

Pemkab Kotabaru 1 : 99 orang, Perbandingan tersebut mengakibatkan

beban pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam melayani ASN Pemkab Kotabaru cukup besar namun hal

ini tidak mengurangi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan manajemen Kepegawaian

PNS Kabupaten Kotabaru.

2. Sarana dan Prasarana
Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia ditinjau dari kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian

Berdasarkan Kepmendagri No.14/2011 tentang Pengembangan
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Database Pegawai negeri Sipil mengisyaratkan perlu adanya sistem
administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen
kepegawaian dalam hal ini Simpeg.

Simpeg dimaksudkan untuk terciptanya sistem informasi yang
terpadu, berdayaguna dan berhasilguna meningkatkan kegiatan
administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, sekaligus menentukan
arah kebijakan tentang mekanisme koordinasi, komunikasi aliran data
dan informasi melalui teknologi informasi.

Manfaat dari Simpeg ini diharapkan mampu menyajikan data dan
informasi yang sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan
pimpinan. Saat ini kondisi Simpeg pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia masih mendukung dengan
keperluan layanan kepegawaian yang update, sehingga diperbarui
dengan sistem layanan data kepegawaian yang diarahkan untuk
mendukung database (system informasi) kepegawaian serta layanan
data. untuk kedepannya Program Simpeg ini secara bertahap akan
digantikan dengan sistem layanan data kepegawaian sebagai

pengembangan dar simpeg.

Gambar
Aplikasi SIMPEG
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Selain dari pada itu Aplikasi sistem informasi yang digunakan di Badan
Kepegawailan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru antara lain :

1. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN),

Gambar 2.2
Aplikasi SIASN

" . PUBLIC-SIASN
s . .
X - G SIASN
o % W, b e e
BKN o
L]

BKN merancang dan mengembangkan Aplikasi SIASN  untuk
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memudahkan manjemen dan pengelolaan data terkait Aparatur Sipil
Megara ( ASN ) di Indonesia. SIASN dituangkan dalam peraturan BKN Rl
nomor 07 Tahun 2023. Sistem ini berisi Data Pegawai, Informasi
Pegawal dan Layanan SIASN. SIASN di Kelola secara berjenjang,
terkoneksi, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan serta
dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip intropabilitas, transparansi,
automatisasi dan nirkertas.

2. Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia https://bkpsdm-kotabarukab info/

Gambar 2.3
tampilan Website

MUman FemBatalan LeliHASan Qan FSefganian FeEamar L P ROMmsas 13000 004 REDDaen RoTanari

Berarda

Profil Organisasi

Cak List Layanan

Artikel

Dorvemiload

E-Lapar

Kontak

RERSTES EwPshb 2079-2020 II-8



N T

SOT5-53- 10

B Ll o Eimlaniar
FT-03 1

ragy et Ealtuban H e
il i
e [P VT ——
Bl Lafafan frg | PR Y ———
S S [T S,
S
- ALEANI T RAL e LAN At LiLied
LadATaN PFRLAN ! ALAERELTRAL: PN
TINGIO) PIATAMA, LABLATAN ITBEAN 1Bl
b TR L A EATARAL L a1 AR]
LIS il D L SeCa bt
e e el AT TR e A AT
EOTARLE PR T Al P
MALIAAMTAN SERLATAM MALSEANTAN SHLATAN
T J00Y Thsiusd 3004
Sesttl-tm SO
g" Vg k. gt M ke
[ Tuiaf aaa e Gl m P, (Y e—
Egngmtana TTL Datag § [ ey —
Farmeims T DO Totun FE34 Kt
s gakas brlabar [Crorrae.
T SEThsiiE
gt~ Sl ek
E g ie [y Lt
PV e et
iy s Tthms, Tt B
[ N e e
Bk whas o (o gl 2l e s B hginr ¥ sy
(A 1 P Dol J004
W Meapermerae Ma s ke ——
e b g P ) Baragget PPPRL Py Sk ki
Tarags Lasasal g Trers o= Toma n PN f T b e
Tategur 1 s e e P it PETN g e
B smgate s Ratabary b e Tatae g Tabagrs 200 Pyt
g 1
TN aert-nan

e e L T L Loy
bl Firmes Tafwe 1134
TFLEE-IN

Wl Mg Ba gl cSer s

SALY e S CPWS Do Longlragies
Frarmg il § st i

Furmans Tabnn ID14

s gt 1

[SIMPEG [KiNERJA]
[SOACHING] [SURVEY

RERSTES Ewpshb 2079-202¢

+ G CFELIST MAN PAMGEET §FT)
LABATAMN PURNCEIONAL TERTEMTL

+« 08 CEX LIST MHAJ PLMCEAT FT
FEMTYESLIMLAN WATA

»  DCEN LIST MeAK PRMICAT AU
FEMVESLIAAN UATAM

«  IGCEN LEST MAK PAMGEAT ©FC
FEGLER

LT LST MAN FAbaLr Ly
STRUNTLURAL

« LT CEE LEY FEMOANTLRLUN
(GELAR FERMCRATAN FERDIDAMN

» (CENLIET CUT

«  (OHECELET DOELSSEN USLE UERAN
DiAS TIMDCET DM

+  LAMFERAN FORM CLITI

IT1-9



Tabel Capaian SPM

TARGET REMSTRA PERANGKAT
SPMS DAERAH TAHUN REALISASI CAPALAN PROYEKSI
N INDIKATOR STANDAR E:;T:;;
MASIONAL | Tapun | Tahun | Tehun | Tehun | Tahun | Tehun | Tehen | Tabun Tohun | Tehun
2022 2023 2024 2025 204 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 1l 12 13 14 18 19 20 2l 22 23 24
Z |Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu Pegawai 4 30 L 31 Z5 3z 1 = T
Jumlah layanan pengajuan usul piagam penghargaan SLKS 10
3 287 300 300 300 Z69 20 238 - -
tahun, 20 tahun dan 30 tahun
;1 Jumlah Layanan p!! I'I'EFFIIIHI'I .surat pengantar kartu suami . - o - - - 12 -
{karsu) dan kartu isteri (karis)
& |Jumlah Layanan pengajuan izin cuti
a. Izin cuti tahunan 63 500 &00 500 500 B70 173 337
b. Izin cuti besar 1 30 30 30 13 42 &2 14
. lzin cuti sakit & 100 100 100 437 162 04 134
d. Izin cuti bersalin 30 50 50 50 43 70 50 0
e lzin cuti karena alasan penting 52 g0 8O g0 &5 1210 106 33
f. lzin cuti diluar tanggungan negara = 1 1 1 1 -+ - & -
. Jumlah I__ayranan pengajuan izin PNS untuk melakukan proses B o - - - - . s
perceraian
g [Jumlah Layanan pengajuan izin FN5 untuk mencalonkan diri 3 i3 . = . i 5 = 5
sebagai Kepala Desa
- Jumlah Layanan pengajuan izin PN5S untuk mencalonkan diri , _ } B ) } _ R }
sebagai Anggota Badan Permusyawarahan Desa
M |Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pensiun PN5
a. Pensium BUP 36 143 152 158 157 130 ny 1]
= = sz thdak
b. Pensiun atas permintaan sendiri 12 - - - 11 18 5 3
terprediks|
c. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim 5 - - - &5 ) 10 14 s
terprediks]
d. Pensiun dipercepat sakit/ keuzuran 1 _ _ ~ _ z 1 ] thdak
1erpredisl
g. Pensiun Anumerta/ tewas dalam tugas 1 _ _ ~ 1 _ _ i thdak
e e - - Mcr NS I L] i T e SSS e 1erpredisl
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Jumlah Layanan perbaikan NIP

12 - - - - - - - - -
14 [Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS 803 an03 - - 10 591 142 548
5 Jumlah Layanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji i - . = i e p— R
berkala
15 [Jumlah layanan usul pencantuman gelar PNS 3o 30 - - ] 37 &0 &9
17 [Humlah Layanan wswl ujian dinas tingkat | dan tingkat 11 20 70 2 = 80 i s =g
18 |Jumlah Layanan usul peninjauan masa kerja (PMEK) i1} n - - 7 rd &8 &
19 |Jumlah layanan pemindahan/mutasi PMS atas permohonan
a. Pindah Tugas PM5 Mutasi internal di lingkungan Pemerintah thdak
1200 220 2Z0 20 n? 1324 NnEe7 1067
Kabupaten Kotabaru fterprediks|
b. Pindah Tugas PM5 mutasi keluar lingkungan Pemerintah tidak
10 iz} m 1a 13 20 n B
Kabupaten Kotabaru terprediks|
c. Pindah tugas PN5S mutasi dari luar lingkungan Pemerintah thdak
10 o o 10 F 13 Zz ]
kabupaten Kotabaru terpredis|
= Jumlah Layanan pengangkatan, pembebasan sementara dan
pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu
a. Pengangkatan JF melalui perpindahan JF yang serumpun : - ; . B _ & L

maupun beda rumpun

b. Pengangkatan kembali karena dalam waktu 1tahun sejak
dibebaskan sementara dapat mengumpulkan angka kredit 1 - - - - x E = _
yang ditentukan

c. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh

z 2 F 2 - - 1 1
diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon}
d. Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh | 3 5 3 . . 1 :
dilvar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)
E.T!JI'.IjEII'IgEII'I Jabatan Fungsional karena perubahan Peraturan 35 35 a3 a5 18 o 5 0
Presiden
f. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh B _ _ ~ _ _ 1 ~ _
diluar JF/mutasi keluar dasrah
g. Pembebasan sementara karena mengikuti tugas belajar 5 7 7 7 o 1 = 3

lebif dari 6 (enam) bulan
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h. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan . _ _ ~ ) } _ R
angka kredit selama 3 (lima) tahun
i. Pemberhentian dari JF karena alasan kesehatan = s = - = ¥ 5 -+
j. Pemberhentian dari JF karena dalam waktu & (enam) tahun i i 5 i ) } _ R
tidak dapat mengumpulkan angka kredit
k. Pengangkatan dalam JF jenjang utama 1 4 5 & - - - -
l. Pengangkatan dalam JF melalui inpassing 1 3 3 & * = =
m. Pengangkatan JF melalui perpindahan dari JFU menjadi JFT 1 5 5 5 - 5 1 2
n F'e_ngangkatan kembali karena selesai mengikuti tugas g 5 ; 5 3 2 & z
belajar
0. Pengangkatan pertama kali dalam JF melalui formasi CPHNS 15 140 160 160 1E% 157 29 7
p- Penyesuaian JF tingkat Terampil manjadi JF tingkat ahli 0 T 1 T Z 4 B 1z
g. Penyesuaian kenaikan Jabatan Fungsional 10 120 120 120 m mn7 m 177
r. Pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh B _ _ B ) ) _ ;
diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan pelaksana)
ik
21 |Jumlah L tan PMS setelakh t Belaj i} gli] 10 1 - 10 12 z
umlah layanan penempatan sete ugas belajar :
2 |Jumlah layanan Penunjukan PMN5S tugas belajar 0 ] ] 10 62 1 - 3
23 |Jumlah layanan usul perbaikan 5K T T 7 T - - - -
24 |Jumlah layanan PMN5 izin belajar 30 30 3o EL 7 rd - il
25 |Jumlah layanan usul pengangkatan CPNS menjadi PH5S ED 80 BD B0 - - - -
S Jumlah la.:,'anan FI'EI'I-E.WEIF-EI-'I diklat ke SKPD dan penerbitan . 5 " 5 3 &0 5 i3
surat perintah mengikuti diklat
7 Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Prajabatan 75 100 oo 100 133 3 = :
Golongan LILHI
- Juml.ah. la ;.'.anan .penerbltan surat panggilan diklat - . . . - & _ _
Kepemimpinan tingkat 11111V
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2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM pada umumnya meliputi pihak —
pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan
kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur. Layanan BKPSDM tidak
hanya menyasar ASN aktif, tetapi juga Calon ASN, Pejabat Pengelola, Unit
Kerja, Pensiunan, Hingga Masyarakat Umum sebagai pengguna Informasi dan
Mitra. Secara garis besar Layanan BKPSDM terdin dari Layanan terhadap :

1. ASN ( Aparatur Sipil Negara )
- PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah baik structural maupun fungsional
- PPPK ( Pegawai Pemerintah Dengan Peranjian Kerja ) Pegawai
Kontrak pemerintah yang membutuhkan layanan terkait administrasi,
pengembangan kompetensi | hingga pemberhentian
2. Calon ASN
- Peserta Seleksi penerimaan CPNS dan PPPK
- Lulusan Pendidikan yang berminat mengikuti rekrutmen ASN
J. Pejabat Pembinaan kepegawaian ( FPK ) dan Pejabat yang Berwenang
- Kepala Daerah ( Bupati / Walikota ) selaku PPK
- Sekretaris Daerah, Kepala OPD, dan pejabat terkait dalam
manajemen ASN
4. Unit Kerja/ OPD
- Organisasi Perangkat Daerah sebagal layanan manajemen ASN (
missal Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, Evaluasi
Kinerja )
5. Pensiunan dan ASN yang akan memasuki masa Pensiun
- Layanan Administrasi Pensiun, Pemberhentian, serta hak — hak
kepegawaian
6. Masyarakat Umum

- Warga yang membutuhkan informasi terkait kepegawaian dan
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rekrutmen ASN
- Lembaga Pendidikan, Pelatihan atau pihak ketiga yang berkerja

sama dalam pengembangan SDM Aparatur

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Permasalahan dan Isu Strtegis merupakan suatu hal yang sangat
berkaitan, karena setiap permasalahan yang muncul akan melahiran Isu

Strategis yang perlu ditangani melalui Kebijakan / Strategi.

2.21. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
didapat dari Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Manajemen
Perangkat Daerah yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya
berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dilihat dar hasil evaluasi rencana
kerja 5 (lima) tahun diantaranya:
1. Belum tersusunnya perencanaan kebutuhan Pengembangan
Kompetensi
2. Belum Terpenuhinya Formasi berdasarkan kebutuhan Organisasi
J. Belum Maksimalnya Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi

4. Belum maksimalnya Kinerja ASN dan penanganan Disiplin ASN;

222 Isu Strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotabaru saat ini maka yang menjadi perhatian atau fokus
utama dalam hal mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan efektifitas
kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan

professional yaitu :
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Pengkajian dan perumusan sistem rekruitmen dan promosi aparatur dengan

cara penetapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan

kompetensi aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta

pembinaan dan pengembangan kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Adapun yang menjadi Isu Strategis BKP5SDM saat ini yaitu :

1.

Belum Maksimalnya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, dalam
hal Penguatan Kompetensi ASN untuk menghadapi era digital dan

pelayanan prima

. Belum optimalnya Pengisian Formasi, dalam hal Peningkatan Kualitas

rekrutmen CPNS dan PPPK berbasis kebutuhan rill

Belum Optimalnya Penempatan ASN sesual Kompetensi, dalam hal
Penerapan system Merit dalam Manajemen ASN dan penataan distribusi
ASN yang adil dan proporsional

Belum Optimalnya kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap peraturan
dan kebijakan kepegawian dalam hal Peningkatan Kinerja ASN dan

Penghargaan berbasis prestasi

5. Transpormasi Digital Layanan Kepegawaian yang belum Optimal

6. Pengelolaan pension dan regenerasi ASN agar tidak teradi loss of

competence

Penguatan Kapasitas kelembagaan BKP5SDM sebagail motor pengelolaan
SDM Aparatur

Sinergi dengan instansi Pusat ( BKN, Kemenpan RB, LAN ) dalam
kebijakan kepegawaian

Peningkatan integritas dan Akuntabiltas manajemen ASN untuk
mencegah KKN.
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BAE lll
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEEIJAKAN

Visi Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh
Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru terpilih adalah Visi “Mewujudkan Kotabaru
yang HEBAT (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, dan Tangguh), Maju,
dan Berkelanjutan. Dengan tujuan @ Menguatnya Transformasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Dengan sasaran Terwujudnya
Digitalisasi Pemerintahan untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan
Publik Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagal pengelola aparatur

i

Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah Misi ke-3 vyaitu Menguatkan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

J.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus
dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi
dimaksud. Dalam hal ini yang menjadi Tujuan Renstra BKPSDM tahun
2025 — 2029 adalah Peningkatan Profesionalitas ASN yang menjadi
Indikator Tujuannya adalah Indeks Profesionalitas ASN. Peningkatan
Profesionalitas ASN merupakan Ukuran Statistik yang menggambarkan
kualitas ASN berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan

Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas Jjabatan dan hasilnya
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3.2.

digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya
pengembangan Profesionalisme ASN serta Penilaian Reformasi
Birokrasi.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang
integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus
disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan
tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian
kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai
dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka
sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan
demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai,

diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Adapun yang menjadi Sasaran Renstra BKPSDM tahun 2025 —
2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi ASN adalah Digunakan untuk mengukur
sejauh mana ASN telah mendapatkan program Peningkatan
Kompetensi sesual dengan kebutuhan jabatan. Dan yang menjadi
indikatornya  adalah  Persentase ASN  vyang  ditingkatkan

kompetensinya.

2. Meningkatnya ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan
Meningkatnya Kinerja ASN adalah untuk Mengukur sejauh mana

penempatan ASN dalam jabatan sudah sesuai dengan latar belakang
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pendidikan, keahlian pengalaman dan hasil Penilaian kompetensinya
dan Untuk minilai kinerja ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja
tahunan. Dan yang menjadi indikator dar sasran ini adalah
Persentase ASN vyang ditempatkan Sesuai kompetensi dan

Persentase ASN minimal berpredikat Kinerja "baik"

3. Meningkatnya kualitas layanan internal perangkat Daerah yang
menjadi indikator sasaran ini adalah Tingkat kepuasan pegawai
ternadap layanan administrasi kesekretariatan, Jumlah Inovasi dan
Nilai Sakip Perangkat Daerah
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Tabel 3.3

Tujuan dan 5asaran Jangka Menengzh Peranghkat Daerzh

[NEPE SASARAMN FRIND TLILAN INDIEATOR TUIUAN SAZARAN PHIDIEATOR SASARAN SETUAN EASELINE TARGET KINERLA TULLAN,SASARAN PADE TAHLN KE- KET
WANG RELEVEN prlar
s [ ame [ oowr T ocss T a;os | zow
[zl 1] &l 14 5] [E} [ =] (= {20k fas) (22} (a3}
Terwujudmya Peningkatan Indek= Profesionalitas
Digtalisasi Profesioralitas ASK ASH
Pemarintahan wntuk
Paningkatan
Akurtabilitas dan - 5595 T T TZ ] 7= 80
Pelayznan Publik
Mlani ngmtys kompatansi
A5H
Persantasa ASK yang
ditingicaticn % mna4 e 3 E -} aF 3= 38
kompetansinya
- iy .\'-ISNI'Fn,g Fersantasa ASK yang
ditempatkan sesuai 5 % _
damgan kompstansi dan ::'burnp:th:l.r Szsuai % 76 AT = ES 2 a7 S EZ
lan ngiatmya Kinarja Asw | FoTReTEns
Parsartasa ASN minima!
% 3 g aH 97, 975 -3 38
barpracikst Kners "Baik” e i =
Maringmtys hualits Tinghkat kapuasan pagewai
ayarman Dukungan terhadap layanan
Adrministrasi soministrasi £ 8343 i 10 oo 100 o 00
Hesaoratariatan kassratariatan
Jumlah Inovasi {Dakwman) | Dokumsn i 1 i 1 i 1
Kifai Sakip £ 69,15 k] ] ] k] =0 20
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J.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh
karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan
kerja perangkat daerah.
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TABEL. 3.4
PENAHAPAN RENSTRA PD

TAHAF 1 TAHAF Il TAHAF 111 TAHAF IV TAHAF V
i [ 2026) [+ {2027 i {2028 K [ 2029) i { 2030)
(1) (2) 3] {4) =)

Sosialisasi dan pelatihan
kepada Asn tentang Peraturan
dan kebijakan kepegawaian
wang berlaku

Sosialisasi dan pelatihan
kepada Asn tentang Peraturan
dan kebijakan kepegawaian
yang berlaku

menglmplementasi sistem
pengawasan ve telah
dikembangkan

memberikan Pembinaan dan
bimbingan kepada ASN yang
tidak patuh peraturan dan
kebijakan kepegawaian

Evaluasi dan monitoring hasil
soszializasi dan pelatihan

Pengembangan sistem
pengawasan untuk memantau
kepatuhan ASN terhadap
peraturan dan kebijakan
kepege waiai tersebut

Pengembangan sistem
pengawasan untuk memantau
kepatuhan ASN terhadap
peraturan dan kebijakan

ke pegawa iai tersebut

memberikan Penghargaan dan
pengakuan kepada ASM yang
patuh terhadap peraturan dan
kebijakan kepegawaian

melakuan Perbaikan sistem
dan prosedur untuk
meningkatkan kesadanran dan
kepatuhan terhadap peraturan
dan kebijakan kepegawaian

Ewvaluasi dan monitoring hasil
pengawasan

Penetapan standar kinerja
vang jelas dan terukur untukj
ASN

Penetapan standar kinerja
yvang jelas dan terukur untukj
ASM

melakukan Evaluasi kinerja
ASN untuk memantau
kepatuhan terhadap peraturan
dan kebijakan kepegawaian

mengembangan budaya
disiplin dalam organisasi untuk
meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan terhadap peraturan
dan kebijakan kepegawaian

Evaluasi dan monitoring
standar kinerja pegawai

asistensi bazetting dan
pengadaan CASN

Pengadaan CASM dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan CASN

asistensi bazetting dan
pengadaan CASN

Pengadaan CASN dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan CASMN

asistensi bazetting dan
pengadaan CASM

Pelaksanan Pengembangan
kompetensi ASN dan Pelatihan
terkait penyusunan dokurmen
Analisis Kebutuhamn
Pengembangan Kompetensi
{AKPE) sekaligus Penstapan

Pelaksanan Pengembangan
Kompetensi berdasarkan AKPK
dan evaluasi pelaksanaan
penyusunan dokumen AKPK

Pelaksanan Pengembangan
Kompetensi berdasarkan AKPK
dan evaluasi pelaksanaan
pehyusunan dokumen AKPE

Bimtek penyusunan dokumen
Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi
(AKPK) sekaligus Penetapan
dokumen AKPE

Pelaksanan Pengembangan
Kompetensi berdasarkan AKPK
dan evaluasi pelaksanaan
penyusunan dokumen AKPK

pelaksanaan Asessment PMNS
dan evaluasi pelaksanaan
Aseszment PNS

pelaksanaan Asessment PMS
dan evaluasi pelaksanaan
Aspcament PMS

pelaksanaan Asessment PMNS
dan evaluasi pelaksanaan
Asessment PNS

pelaksanaan Asessment PNS
dan evaluasi pelaksahaan
Aseszment PNS

pelaksanaan Asessment PMS
dan evaluasi pelaksanaan
Asessment PNS
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3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kebijakan pada dasarmya juga merupakan ketentuan-
ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
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Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rentra PD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
NO OPERASIONALISAS| NSPK ARAH KEBUAKAN RPIMD PD KET
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kompetensi ASN N5PK dan Arah kebijakan
PD berdasarkan Standar
1 yang ditetapkan oleh
BKN dan Kemen PANRB
Meningkatnya ASN yang Peningkatan Kapasitas Arah Kebijakan RPIMD
- - Sumber Daya Aparatur serta | mengacu pada dokumen
p) :ltempatka_ndsesua_| {?E“Ean Terwujudnya Pembinaan dan Ranwal RPJMD 2025 -
K?r:gf‘:ti;;' an Miningkatnya | pjeitalicasi Pengembangan Kepegawaian | 2029 Kabupaten
inerl Pemerintahan untuk | Berbasis Teknologi dan Kotabaru
Peningkatan Informasi Pemantapan
Meningkatnya kualitas layanan Akuntabilitas d:—_m AN Soimp et ;
3 : tarmaloeranetat Baersh Pelayanan Publik Pengembangan Kompetensi
! P g bagi Aparatur

e FRDCON B0EI-S086




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan darn beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapal setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi
pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari
suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi
dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator Kinera adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan vyang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi, baik Kinerja input, proses, output, outcome mapupun
impact sesual dengan sasaran rencana program dan kKegiatan.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD
adalah sebagai berikut
Tupoksi Perangkat Daerah adalah Pengelolaan Manajemen ASN
Sasaran RPJMD Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan untuk Peningkatan
Akuntabilitas dan Pelayanan Publik

Tujuan PD Peningkatan Profesionalisme ASN

4.1. Uraian Program
Program BKPSDM merupakan serangkaian rencana, kegiatan dan
tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan ASN dan
pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Pemerintah Daerah dan juga
merupakan kebijakan yang memuat arah, tujuan, sasaran dan kegiatan
utama dalam rangka peningkatan manajemen kepegawaian, pengembangan
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Karier, serta penguatan kapasitas ASN guna mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif dan profesional.

Ada tiga Program di BKPSDM yaitu -
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Kepegawaian Daerah

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan BKPSDM merupakan Penjelasan rinci mengenai
langkah, tahapan, dan akfifitas dalam melaksanakan Program — program
untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan ASN di daerah dan juga
merupakan rangkaian penjabaran operasional dari Program BKPSDM yang
memuat detail aktivitas, mekanisme pelaksanaan, wakiu pelaksanaan, serta
keluaran ( output ) yang dihasilkan dalam rangka pengelolaan dan
pengembangan ASN secara profesional, efektif dan Akuntabel.

Adapun Kegiatan yang ada di BKPSDM adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
daerah

Administrasi Keuangan daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi umum perangkat daerah

i

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah

2. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

2. Mutasi dan Promosi ASN

3. Pengembangan Kompetensi ASN

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

3. Program Pengembangan SDM
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1. Pengembangan Kompetensi teknis

2. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial
dan fungsional

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Uraian Subkegiatan merupakan penjabaran lebih rinci dan kegiatan yang
berisi deskripsi mengenai ruang lingkup, tujuan, sasaran, dan bentuk

pelaksanaan program/kegiatan agar lebih operasional serta terukur.
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TABEL 42

Tknik Me kan Fr Cary aian ra kst Doarah
MEPH DAM SASARAN [FRO GRAMFEGIAT AN SLE KEGIATAN
FPIMD YANG TN SACARAM QUTCOME DUTPUT INDHEATOR KET
RELEVEM il
(11 [F3] i3 £a) [E] s} (] (10
Taraufudnya Feningiatan indeks Profscionalibas &8N
Digitamsacl Profecionalttas
Pemerintahan ontuk (A EM
Feningkaian
Akuniabiittas dan
Palayansn Publi
Maningkatnya AN yang Parceniace A B4 yang ditsmpatcan
dismpatkan sacual dangan sacusl dangan kompatens
kompaienc] dan
Maningkainya Kinsrs 23N
Parceniaces A BN minimal barpredicet
“balk™
[Meringketnys |Farseniace Perencanaan Fetatohen |Program Kepegawaian Daerah
Habutuhan &8N yang sasusl dengan Formac]
cacual dengan
Farmacl
TFatercadizan |Farcaniace Jumian &3 cacusl Emnﬂdlun. Pemb flan dan
Peranoanaan dengan farmacl yang telah disussn  (Informecl Kepagawalan &8N
ksbirhuhan A3H
Jumiah Doloaran  Hasil Ponamisan Tﬁumn bahan kabiakan pangadasn
Bahan Kabiakan Pangadaan ASMN A EM
Jumiah Dokuman Hasll Feiyusanan PanyLsinan rencana kebuiuhan, jonis
Fercana Mebutuhan Jenis dan Jumiah  |dan jumiah jabatan itk peleksanas
labatam uniuk Pelaksanaan Pengadaan |pongacaan ASH
Jumiah Dokumaen Kegiatan Foordires]  |Hodrdinas] dan fasitas] pengedacn PHS
dar Fasiitast Pengadasn PNS dan dan FFPK
FPPE
|Maringkatnys Kuaiiag |Farcenisce A B4 yang mancapatian
Layarsn layaman Pembearhsntian dan Usul
Psmbarhentan dan  |Fancian
wsul Fanchn
Jumiah Dokoran Hasl Kogiatan Rooonfinas] pedaksanaan admensirasi
Krordinasi Polaksaraan Adminicirasl  |pombaorhantian
Paimb il
Maringkatnys Kualliec |Farcenince dais clstem Informacl
dafe clctam Imformacl |kepegawalan yang skurst
Jumiah Dolran Hasll Pongelolaan Porgetolian sistom nfonmses]
Sishesm Informasl Hopogasaian keppawaian daerah
Jumiah Doiaaman Hasd Pengelolaan Pergeiolan dala kepegaeaian
Dt Hoapseiai i
Maningkatoys Farcenincs & BN mengluti Feangambangan Kompebsnel AEN
kompetenc] ASH pendidian lanjutsn
malalul pendidikan
Isnjutsn
Jumiah ASM yang randapatkan Pongaiolaan Pendidikan Lanjutan ASH
Fandidilan Laniutan
maringkatnys Kualitss |Pemceniace A 84 yang mendapatian
Pengambangan Karisr |Leyenan Fengembangan Karier
Pegawal
Jumiah ASH Jabatan Fungsional vang  ||Fasitas] pengembangan kark dakam
Merdapatian Layaran Pargambangan |jabatan fungional
Blari
[Maréngkatay = [Farceniace & &4 yang mendudukl
Pengaiolaan AEH Jabetan cecual Kualfkacl dan
eocual dengan Haompaisncl
kualifika<l dan
Fompatancl
Maringkabys kualitac [Fercenisce mutaci dan promos! 2EN |Mutecl dam Fromosl & BN
cacusl kompetanc]
Jumiah Dobumen Hasl Polaksanaan Pongaiols Mutasi A5H
Mutzs] Jabatan Pinpinan Tingg
Jabatan Adminktrasi Jabatan
Falaksana dan Mutasi ASM antar
asirah
Jumiah Pengoiciaan Heralan Pangial | |Porgeloiaan Konaiian Fangal ASN
AEH
Jumiah Daobosmon Hasd Pongolobun Pergotolian Promos ASN
Fromosi A5H
[Maringketan Farcenincs Pegawsl dengan BKF
kualitac panlalsn Dernilal Balk
Kinarjs AE8
|Maringkatnys disipin |Farceniace tingkal kedisipiinan A3M |Fenliaian dan Evalacl Kinere
ARN Aparatur
Iumiah Doiuman HasE Fonyusanan Priaksanaan penidian dan evaiuas
Pandaian dan Bl Ki rabar
Jumiah ASHN yang dborikan Tanda Jasa |Pergatolian Tanda Jasa Bagi Pegawai
Jumiah AEM yang Mandapatkan Pesrbinac disipln ASH
Fambiraan Kedsipinan
Iiimiah Laporan hasil Pengaiclaan Pergelokan panyeisalan pelangoaran
Fenysinsaian Pelangoaran Disiglin ASH |disiclin A5
Jumiah Dolmen Proses Zn Palayanan Proses 12n Perceraian
Forcoraian Pegawai vang dilayan Pezawai
Maniingkainya bompaisncl Parcenince A B4 yang ditingkatoan
AEH kompatensinya
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|Maringkatays
Fangemoengan
koompetane]
diacar kadsr,
marapsrial dan
[fun<ional

Farcanizss &84 yang me
pengambangen kompefensl Dasar,
manajerial den fumgcional

sy

Maringkatnys

Ikcepotanci faese

Parceniace A BN yang mendapatian
pengambangen kompatens] bainic

Fengambangan Kompatanel taknic

Jurlah ASH yang Mongiiodi
Fungembangan Kompstons]

Penyeknggaraan Pengembangan
Hampatans] Toinks Umum, inkl, dan
Pliham bagh Jabatan Administras)
Poryelnggara Unsan Pamarintahan
Horkuran, Porangkat Daarah Pamaniang,
|dan Urusan Pemerictahan Umim

imce A M yang memilki

|panjaminen muby
|pangeioiaan tugec
bafajar, sarta
sortfiacl kompatsns!

.nd.l'l:lll kompebencl

Beriifikasl, kalambsgasn,
F K b
manaarial dan fungcicnal

Jumiah Habijakan izknis dan rancana
Sartfiias| Hompatensi Fangalolaan
atumbagaan Tenaga Pengembang

Fangembangan Kompeters| Fimpinan
Daserah Jabatan Jabalan Pimginan
Tinggl kepamimpdnan dan Prajabatan
serta Jabatan Fungsional yang diswusun

Kompalenst Sumber Belajer Kerja sama

Pamyisunan Kobiaian Taknis dan
Rencana Sertifkasi Kompalens,
Pergaetalaan Kelambagaan. Tenaga
Pengambang Kompatensl Sumber
|Baiar, Karpsama, Pengambangan
Hompsaternsl Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggl, Hesamimpinan dan
Prajabatan. sarta Jabatan Fungsional

Jumiah Lapanan yang Mangliodl
Fungembangan Kampstons! hagi
Pimginan Daerah, Jabatan Pimsdnas
Tinggl Jabatan Fungsional,

b

pinan, dan Prajahat

Farceniace Kepuacan Pegawal

Peryeknggaraan Pengambangan
Kiompatensl bagd

Pimpinan Dasrah, Jabalan Pimpinan
Tinggl, Jahatan Fungsiomal.
Hepamimpinan, dan

P

PROGRAM PENUNJANG

kelanoaran inrhadap layanan sdministrac] URLISAN PEMERINTAHAN
patakcaruan e acakmniariatan DAERAH KABUPATENKOTA
dan fungel perangiad |
dasrah

Parcenince tamadap Kualitas

Farsncanszn Perangiat Dasrah

Farcenisce Kapuscan Pagawal

isrhadap layanan sdmindstracl
Fauangan
Maningkstnys Kualiise (PFerceniscs Penysiscalsn Dokuman  |Persnosnaar, pangenggeran, dan
F P Panganggaran svaluacl kinarja parangket dasrah
Penganggaran, dmn Evaluasi Einarja Perangkst
dan Evaluscl Kinsrjs  |Dwsrah Tepat Waita
lumiah Doiwman Perancanaan Pemyusinan Dokumen Perencaraan
Forangkal Daesah Porangiat Daarah

Jumiah Doiuman REA-EEPD dan
Laporan Hasl Koondines | Pemyusunan
Dhokismai FFA-SKPD

Moordinas! dan Pomyussnan Dokumen
RHEA-EHFD

Jumiah Dosumin Perubahan REA-
'SHPD dan Laporan Hasil Koordinas!
Fanyusunan Doiumaen Perubahan R
SKPD

Kacrdinas! dan Pemyusunan Dosuman
Perubiatan REA-SHPD

Jumiah Dokuman DPA-EXPD dan
Laporan Hasl Koondinas| Penyusunan
Dwokismee DPA-SKPD

Hoordinas! dan Pemyusunan DPA-SKPD

Jumiah Daokumen Peribahan DRA-
SKPD dan Laparan Hash Keardinasl
Fanyusunan Dokuman Perubaran DPA-
SHPD

Haoordiras! dan Penylsunan Paruoahan
DP#- SKFD

Juriah Laporan Capalan Kiner dam
Buhitsa rRoalsas Winerja EXPD dan
Laporan Ha<k Koondines | Pemywsunan
Laporan Casalan Kinerja dan lihiisar
Roalisasi

Kaordinas! dan Panyusinan Lagoran
Capalan Kinerja dan |khiisar
Reaksas Binerja SKPD

Rioio Wem: RrE
Jumian Laporan Evaleas! Fnara
Farangkal Dacrah

|Ema= Finena Perangkal Caran




Jurrdah Berita Acara Hasil
Faorem Parangiat Dagrah
Bardasarkan Bidang Unusan
yang Dlampy dalam Rangka
Pamyusunan Daoluman
FParancanaas Parangkal
Daaciah

Palaksanaan Forum Perangial Dagrah
Eerdasarkan Bidang Lrusan yang
Diempu dalam Rangka Panyusunan
Dakuman Perencanaan Perangiat
Dagfan

Maringkatnys laysnan

Parcenince Pemabayaran gall dan

A dani F
ia n ksus at waktu

|Adminicirac] Keusngan dasrah

umiah Dvang yang Merarima Gajl dan

Teriorgan ASH

Peryadiaan Gaj dan Tunangan ASH

umiah Doiosman Hasl Penyetizan

Jurlah Dokemen Penalacsahaan dan

Jurmiliah Deoiosman Hocedinasi
dan Pelksanzan Asunians]
SKPD

minkstrasl Palakssnaan Tugas ASH

PanguianiVerfkasl Kouangan SHPD P

[Peryodinan AamnGiras| Pelaksanaan
Tugas ASH
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4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas

Pembangunan Daerah

Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah merupakan Program/kegaitan/subkegiatan yang
prioritas susuai dengan RPJMD/RKFD kabupaten.
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TABEL. 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah

MO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KET

{1}

(2}

(3)

(4

(=)

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Meningkatnya
Kebutuhan ASM sesuai
dengan Formasi

- Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian ASN

1. Perumusan Bahan Kebijakan
Pengadaan ASN

2. Penyusunan Rencana Kebutuhan,
lenis dan Jumlah labatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN

3. Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PN5S dan PPPK

Meningkatnya
Pengelolaan ASN sesuai
dengan kualifikasi dan
Kompetensi

4. Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian

Meningkatkan kualitas
penilaian Kinerja ASN

5. Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian

6. Pengelolaan Data Kepegawaian

- Pengembangan Kompetensi
ASN

Meningkatnya
Kebutuhan ASM sesuai
dengan Formasi

1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
ASN

Meningkatnya
Pengelolaan ASN sesuai
dengan kualifikasi dan
Kompetensi

2_ Fasilitasi Pengembangan Karir
dalam Jabatan Fungsional

Meningkatnya
Pengelolaan ASN sesuai
dengan kualifikasi dan
Kompetensi

- Mutasi dan Promosi ASMN

1. Pengelolaan Mutasi ASN

2. Pengelolaan Promosi ASH

3. Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASM

Meningkatkan kualitas
penilaian Kinerja ASN

- Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

1. Pelaksanaan Penilaian dan
Ewvaluasi Kinerja Aparatur

2. Pengelolaan Tanda lasa Bagi
Pegawai

3. Pembinaan Disiplin ASN

4. Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

05. Pelayanan Proses Izin

Perceraian F'egawai
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PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

Meningkatnya Layanan
pengembangan
kompetensi dasar, kader,
manajerial dan funsional

- Pengembangan Kompetensi
Teknis

1. Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

- Sertifikasi, kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
manajerial dan fungsional

1. Peryusunan Kebijakan Teknis
dan Rencana Sertifikasi
Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga
Pengembang Kompetensi, Sumber
Belajar, Kerjasarma,
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
dan Prajabatan,Sertajabatan
Fungsional

2. Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi

Fimpinan Daerah, Jabatan Fimpinan
Tinggi, Jabatsn Fungsional,
Kepemimpinan, dan

Prajabatan
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4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rentra tahun 2025 -
2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) perangkat Daerah

Indikator kinerja Utama ( IKU ) merupakan alat atau media yang
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam
mencapal tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja Utama akan
memberikan rambu atau sinyal mengenal apakah kegiatan atau sasaran
yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang
direncanakan. Indikator kinerja Utama yang bailk akan menghasilkan
informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih
menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung
dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada
hasil pengukuran yang handal (refiable) mengenai hasil apa saja yang telah
diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator Kinerja
Utama tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan
pertangungjawaban_ Indikator kinerja Utama juga merupakan komponen
yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan
perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk
menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan
adanya indikator kinerja Utama, perencanaan sudah mempersiapkan alat
ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang
ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat
merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur
dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan
ditampilkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama ini secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD. indikator kinerja ini  didapatkan dengan
mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
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dalam rancangan awal RPJMD vyaitu pada misi ke 3 “Menguatkan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan® Seperti tertuang
dalam Tabel tentang indikator kinerna Utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.

IV-19



TABEL 45

INDIKATOR KINERJA UTAMA (1KU }
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO BASELIMN KET
TLILUAN SASARAM INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030
(1) (2} E)] (4} (5 (&) (7 (2} (s} i1o) (s} {10 i11)
Peningkatan Indeks Profesionalitas ASM
Profesionalitas ASN
I Perzen 69,96 70 70 72 T4 TS BD
Meningkatnya Perzentase ASN yang
kompetensi AsM ditingkatkan kompetensinya
2 Parsen 20,4 35 35 36 37 38 38
Perzentase ASN yang
! ditermpatkan sesuai dengan
3 Meningkatnya ASN kit s Persen 76.47 85 85 36 87 B2 B2
yang ditempatkan
sesuai dengan
kompetensi dan Persentase ASM minimal
Meningkatnya berpredikat “baik"
4 Kinerja ASM Parsen 96,93 7 7.5 7.5 7.7 a8 98
Meningkatnya Tingkat kepuasan pegawai
kualitas layanan terhadap layanan
Dukungan administrasi kesekretariatan
s Administrasi Persen 29,93 100 100 100 100 100 100
Kesekretariatan
Jumlah Inovasi (Dokumen) Dokumen 1 1 1 : 1 1
Nilai Sakip FPersen 68,15 72 73 75 Fi-3 EO EO
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4.6. Target Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029
melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK )

Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) merupakan Ukuran utama yang digunakan
untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis Perangkat Dearah. IKK
sifatnya Prioritas Spesifik dan langsung menggambarkan Outcome ( hasil ), bukan

hanya output. IKK dipilih karena :
1. Mewakili Capaian Kinerja terpenting SKPD

2. Menggambarkan Kontribusi langusung terhadap sasaran RPJMD/RKPD dan

Program Prioritas Pembangunan Daerah

3. Dapat diukur secara kuantitatif dan Konsisten
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TABEL 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK )
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGAMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO Indikator Satuan |BASELIN Target Tahun Keterangan|
2024 2025 2026 2027 L 2028 L 2029 L 2030
(3) [ @ (3) (6) (7) (8) (%) (10) (11)
1 |EKasioPegawai Pendidikan Tinggi dan Persen 65,95
Menengah Dasar ( PNS tidak termasuk 66 66 66 67 b7 67
Guru dan Tenaga Kesehatan )
2 |Rasio Pegawai sional ( PN5 tidak Persen 16,35
termasul%ﬂur:;fTenaga Kesehatan ) 4 - 2 13 18 18
3 |Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Persen
kompetensi ( PINS tidak termasuk guru dan 3319 34 34 34 35 35 35
tenaga kesehatan )
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai
pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen dan seluruh aparatur Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang
telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan
hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial
merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan
oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak
dicapai.

Dokumen Rencana  Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2025-
2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan
panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat
menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai
dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal
yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-
2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-

Bivaten BAPIDM 20212026 V-1



perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan
perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kera
(Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotabaru setiap tahunnya. Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru seterusnya
akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru.

Akhir kata semoga Penetapan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru ini dapat dimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kaotabaru, Oktoeber 2025

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA f
KABUPATEN KOTABARU,

ANANG MUHAMMiEN. S.T.M.T., CGCAE

NIP. 19730916 200312 1002
Pembina Tingkat | (IV/b)
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BERITA ACARA
ASISTENS|I RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

Pada hari ini, Senin tanggal 16 September 2025 bertempat di Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru telah
diselenggarakan asistensi Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat
Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029,
yang dihadin oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang
tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Visi Misi dan Janji kampanye Kepala Daerah Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029;
3. Tanggapan, saran dan masukan dari tim verifikasi Rancangan Akhir Renstra yang
tercantum dalam Lampiran;

KESATU

KEDUA

KETIGA,

KEEMPAT

MENYEPAKATI

Hasil Asistensi Rancangan Rencana Akhir Strategis (RENSTRA) Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

Hasil kesepakatan Asistensi Rancangan Akhir Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita
acara ini,

Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Hasil penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 dikumpulkan kembali untuk ditetapkan paling lambat
tanggal 19 September 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, 16 September 2025

Bapperida Kabupaten Kotabaru,

Kepala Bidang Perencanaan sosial
Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia,

Koardinator,

//?' 3
..'
T

/=
. Rakh KM
NIP. 19700610 199002 2 001



LAMPIRAN

BERITA ACARA ASISTENSI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR HADIR
3 : ' TANDA
& _NAIUt ) JA.Bﬁ..TAH INSTANSI TANGAN
Hj. Rakhmawaty, SKM, MM Kepala Bidang Bapperida /
g
Fungsional -
Hj. Henny Faulina, SP, MM Bapperida
Perencana Ahli Muda | -
[
| Badan Kepegawaian
, Perencana Ahli dan Pengembangan
| Yonki 5n Pranata, SE
Pertama Sumber Daya

Manusia




LAMPIRAN

BERITA ACARA ASISTENSI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

HASIL ASISTENSI
KELENGKAFAN
NO URAIAN EeT TIDAK CATATAN/ REKOMENDASI
UAI T sesual
1 2 3 4 5
1 | BAB | - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 'l

Ditambahkan perda yang terbaru, Perda
. RTRW Prov, Perda RTRW Kabupaten,

1.2 Landasan Hukum ¥ Perda RPJMD Prov, Perda RPJMD
Kabupaten dan peraturan lainnya yang
tarbany

1.3  Maksud dan Tujuan v

1.4 Sistematika Penulisan W

BAB Il - GAMBARAN PELAYANAN,

2 | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ) Penulisannya diperbaiki sesuai sistematika

PERANGKAT DAERAH

21 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah y Penulisannya diperbalki sesuai sistematika

. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daarah v
sesuai Pergub SOTK
T
Sumber Daya Perangkat Daerah
_ Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ¥
(termasuk capaian SPM) Sudzh ada SPM dalam dokumean
v
Kelompok sasaran layanan
Mitra Perangkat Draerah dalam pemberian
# pelayanan Tidak ada
Dukungan BUMD dalam pencapaian kinera :
. Perangkat Daerah Tkisk ada
: o Kerngsama pemanfaatan data dan OPD
# an:ﬁm Da&rﬂé:::;ghn‘lemadl tanggung lainnya agar dimasukkan dalam Gambaran
ng Pelayanan Perangkat Dasrah

22 Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat Daerah

Penulisannya diperbaiki sesual sistematika
- Pemnasalahan pelayanan Perangkat Daerah ¥
i S q Penulisannya diperbaiki sesuai sistematika
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis v Perbaiki penomaoran Tabel 2.1
5 | BAB Il - TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN

ARAH KEBLIAKAN

Tujuan Renstra Perangkat DaerahTahun 2025 —

31 2029

N

Sesuaikan judul sub bab dan penomoran




KELENGHAPAN

NO URAIAN sesunl | TDAK CATATAN/ REKOMENDASI
SUAI | sesuas
1 2 3 4 5

a2

Sasaran Renstra Perangkat DaerahTahun 2025 -
2029

L

Sesuaikan judul sub bab dan penomoran

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah

33

%ﬂﬁ Renstra Perangkat DaerahTahun 2025 -
9

Sesuaikan judul sub bab dan penomoran

Tabel 3.4 Penghapan Renstra Perangkat Dasrah

34

Arah Kebijakan Renstra Perangkat DaerahTahun
2025 - 2029

Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Perangkal Daerah

Parbaiki panomorannya

BAB IV - PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,

4 | DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Diperbaiki sesuai sematika panulisannya
41 Uralan Program \ dipisah per sub

Dipaerbaiki sesuai sismatika penulisannya
42 Uraian Kegiatan v dipisah per sub

43

Uralan Subkegiatan beserta kinerja, indikator,
target, dan pagu indikatif

Diperbaiki sesuai sismatika penulisannya
dipizah per sub

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Peranghat
Daerah

Diperbaiki sesuai sismatka penulisannya
dipisah per sub

Tabel 4 3 Rencana
Program/Keg|atan/Subkegiatan dan Pendanaan

Diperbaiki sesual sismatika penulsannya
dipisah per sub

44

Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung
program prioritas pembangunan dasrah

Tabel 4. 4 Daflar Subkegiatan Prioritas dalam
Mendukung Program Proritas Pembangunan
Daerah

45

Target keberhasilan pancapaian tujuan dan
sasaran Renstra tahun 2025 - 2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4 5 Indikator Kinena Utama Perangkat
Dasrah

Harus sama dengan Tabel 3.3

46

Target kinerja penyelenggaraan urusan
rndaerah Tahun 2025 - 2029 melalul
Indikator Kinefa Kuncl (IKK)

Tabel 4.6 Indikator Kinena Kunci Perangkat
Daerah

Penomoran table disesuaikan

5 | BABV - PENUTUP

MENGETAHUI
PERWAKILAN Bf'_F_'_‘F;_EFl'IDA.

/

Hj. Henny Faulina, 5P, MM

Nip. 19780212 200901 2 003

Nip. 19830423 202421 1 004




LAMPIRAN

BERITA ACARA ASISTENSI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

CATATAN SARAN DAN MASUKAN LAINNYA

1. Perbaikan disampaikan paling lambat tanggal 18 September 2025
2. Apabila ada perbaikan pada SAKIP maka dimintakan untuk di Renstra disesuaikan.

MENGETAHUI

PERWAKILAN ?WIEHIDA. PER KPD,

Hi. Henny Faulina, SP, MM Yonki trl Pranata, SE.

Nip. 19780242 200904 2 003 Nip. 18830423 202421 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ji. Sisingamangaraja No. 1 Pulaulaut Sigam, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72112
Telp ; (0518) 21002, Fax : (0518) 22578, Website bippd-kotabarukab_infs, Email : bkppa@bkppd-kolabarukab. info

BERITA ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STARTEGIS
(RENSTRA 2025-2029)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.
KOTABARU

Pada hari ini Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Mei tahun 2025 bertempat di
ruang rapat Gabungan BKPSDM Kab. Kotabaru telah diselenggarakan Forum Perangkat
Daerah tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2025-2029) BKPSDM

Kabupaten Kotabaru dengan Dinas teknis dan stakeholder.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi oleh BKPSDM Kabupaten Kotabaru yang disampaikan oleh
Kepala Subbag Perencanaan BKPSDM Kabupaten Kotabaru.

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah tentang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2025-2029) BKPSDM Kabupaten
Kotabaru terhadap materi yang dipaparkan atau disampaikan dari BKPSDM
Kabupaten Kotabaru sebagaimana teiah dirangkum menjadi hasil keputusan

diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Jam : 11.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Gabungan BKPSDM Kabupaten Kotabaru

Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kotabaru tentang Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra 2025-2029)

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja
yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah
diselaraskan dengan nawacita atau visi misi dari pemerintah
pusat sampai arah kebijakan pembangunan nasional.



KEDUA : Menyepakati rancangan Renstra 2025-2028 BKPSDM
Kabupaten Kotabaru untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya
demi percepatan untuk mencapai dokumen perencanaan yang
sistematis, terukur dan memiliki keselarasan.

KETIGA . Berita acara ini dijadikan bahan penyempurnaan menjadi
rancangan Renstra 2025-2029 BKPSDM Kabupaten Kotabaru.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Perwakilan Bapperinda Kabupaten Kotabaru
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Peserta Forum Perangkat Daerah tentang Penyusunan RENSTRA 2025-2029
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Daftar Hadir yang terlampir.
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

JI. Mevanti Kuning No.7 Desa Sebalimbingan, Pulaulaut Utara, Kotabaru — Kalimantan Salatan 72114
Website | bappenida kotabarukab.go.id, Emall ; bappenda@kolabarukab go. d

%

BE ACARA

Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029
Pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,

melalui pertemuan secara tatap muka bertempat di Kantor Bapperida Kabupaten
Kotabaru, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029. Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan adalah sebagai
berikut:

- Kelengkapan dan Kesesuaian Sistematika Dokumen:

- Internalisasi Tematik Dalam Dokumen Perencanaan;

- Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Rumusan Program/Kegiatan PD; dan

- Kesesuaian dengan Rancangan Awal RPJMD:

A. Peserta Rapat
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Kotabaru
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
B. Poin Pembahasan
1. Kelengkapan dan Kesesuaian Sistematika Dokumen
- Sudah sesuai dengan Inmendagri no 25 Tahun 2025 dan Surat Edaran
Bupati 2025 Nomor 000.7.2.4/608/SETDA tanggal 15 Mei 2025
- Sudah Melaksanakan Forum Perangkat Daerah terkait dengan penyusunan
dokumen perencanaan Renstra 2025-2029

2. Internalisasi Tematik Dalam Dokumen Perencanaan
= RIPJIFD

= RPJMD
3. Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Rumusan Program/Kegiatan PD
- Cakupan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan kompentensi,
pengisian formasi, penempatan ASN sesuai dengan kompentensi dan
kesadaran sera kepatuhan ASN terhadap Peraturan dan kebijakan
Kepegewaian



- Tujuannya untuk meningkatkan Profesionalisme ASN
- Sasarannya meningkatlkan ASN yang mengikuti Kompentensi , dan
tepenuhunya ASN yang dtempatkan sesuai kompetensi, meningkatnya
kinerja ASN dan meningkatnya kualitas pelaynan internal perangkat daerah
4. Kesesuaian dengan Rancangan Awal RPJMD
- Kesesuaian antara RPJMD dan dan rancangan Renstra
- Idikantor sesuai dengan IKK dan IKU
C. Rencana Tindak Lanjut
Melakukan Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan
hasil pembahasan didalam Verifikasi Dokumen Rancangan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025 — 2029 dan peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kotabaru, 19 Juni 2025

Perwakilan Bapperida Kabupaten Kotabaru

Kabid PSBPPM, Ahli Muda- Perencana

Hi. Rakhmawaty, SKM.MM Riny A Sos
NIP. 19700610 199002 2 001 NIP1 g?ﬁﬂiﬁﬂﬁ 200804 2 035

Perwakilan Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kasubag Perencanaan dan | Perencana Ahli Pertama
Keuangan, ; '
|n Ly ':
—_Aida fitriah SE___ Yonki ﬁn Pranata, SE

NIP.19711025 199703 2 001 NIP.19830423 202421 1 004



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN EBUPATI KOTAEARU
NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

REENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Meinmbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka
seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun
rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat
Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
20209;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomeor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemn  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralkkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);



8.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomeor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Selatan 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2025 Nomor 03)



Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2025 Nomeor 12);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan  Daerah
Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSEAN:

PERANGEKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

mernjadi



Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-
2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah wvang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Paszal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran
operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program
dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pazal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

d.

b.

merumuskan gambaran pelayanan yvang akan
diselenggarakan PD;

merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah
kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam
rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah; dan

pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD;

BABII
SISTEMATIKA RENSTRA FPD

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.
b.

C.

BAB [ : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMEBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

EBAE III: PERMASALAHAN DAN IsU STRATEGIS
PERANGEKAT DAERAH;



L4

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN;
BAE V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

@ e oap o op

[

e s e p BT

“ W g < gD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial;

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Perikanan;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
Inspektorat Kabupaten;



aa.
bb.
cE.

dd.

ee.

=5

1n.
0.
pp.
ag.
Ir.
35,
tt.

.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
Kecamatan Pamukan Utara;

Kecamatan Pamukan Barat;

Kecamatan Pamukan Selatan;

Kecamatan Sungai Durian;

. Kecamatan Sampanahan;

Kecamatan Hampang;
Kecamatan Kelumpang Utara;
Kecamatan Kelumpang Selatan;

Kecamatan Kelumpang Hulu;

.Kecamatan Kelumpang Tengah;

Kecamatan Kelumpang Barat;
Kecamatan Kelumpang Hilir;
Kecamatan Pulau Sebuku;
Kecamatan Pulau Sembilan;
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan;
Kecamatan Pulaulaut Selatan;
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar;
Kecamatan Pulaulaut Barat;
Kecamatan Pulaulaut Tengah;
Kecamatan Pulaulaut Utara;
Kecamatan Pulaulaut Sigam;dan
Kecamatan Pulaulaut Timur.

Paszal 6

Inovasi

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KEETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Renca
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 29) sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten
Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Renca Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2023 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 19 September 2025

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 19 September 2025 __f

PENJAEAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAEARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 87



AN KERJA (KAK

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK

PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025
Perangkat Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten
Program : Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Kinerja : Terlaksananya pengadaan Calon Aparatur Sipil

Negara dan terpenuhinya formasi jabatan yang
diperlukan oleh organisasi dan responsif gender.
Indikator : 1. Jumlah formasi CPNS yang terisi dibandingkan
dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan
2. Jumlah formasi PPPK yang terisi dibandingkan
dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan

Satuan : Orang - untuk jumlah peserta yang mengisi formasi




A. Latar Belakang

;

Dasar Hukum

a. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur
Sipil Negara.

e. Peraturan Pemerintan Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja; dan

f.  Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kera
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022
Nomor 186).

Gambaran Umum

Pengadaan CASN adalah proses rekrutmen untuk mengisi formasi
jabatan dalam instansi pemerintah dengan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai
dengan kebutuhan organisasi.Pengadaan ini dilakukan secara nasional,
terencana, terbuka, kompetitif, adil, dan bebas dari KKN, serta berdasarkan
sistem merit.

Dalam Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa salah satu tahapan
manajemen ASN adalah pengadaan ASN untuk memenuhi kebutuhan ASN
di instansi pemerintah daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun wajib melaksanakan
proses penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai, dengan memperhitungkan
kebutuhan dan jumlah PNS yang pensiun di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut Bupati
Kotabaru sebagai PPK mengusulkan tambahan formasi CPNS dan PPPK
kepada Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya dengan pesetujuan alokasi
Formasi oleh Menteri PAN-RB akan menjadi dasar dalam pelaksanaan
seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini sebagai Panitia Seleksi
Daerah (Panselda) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara
sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang diberikan kewenangan




menyelenggarakan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan, menggunakan system Computer Assisted Test (CAT)
agar mendapatkan lulusan CASN yang memenuhi standar minimal
kompetensi.

Pengadaan CASN harus berbasis respnsif gender. Pengadaan CASN
yang Responsif Gender adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap
tahapan dalam proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adil,
setara, dan bebas dari bias gender, sehingga semua orang - laki-laki,
perempuan, dan kelompok rentan lainnya — memiliki kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dan berhasil.

B. Penerima Manfaat

Langsung:

e Peserta yang mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara baik itu CPNS
maupun PPPK

e Peserta perempuan memiliki kesempatan lebih banyak dalam mengikuti
CASN terutama dalam formasi-formasi tertentu seperti kesehatan dan guru.

Tidak langsung:

e OPD tambahan SDM lebih banyak lagi dan terpenuhinya formasi dalam
organisasi

» Masyarakat luas yang mendapatkan layanan publik lebih berkualitas

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja
1. Metode Pelaksanaan

a. Melaksanakan serangkaian seleksi untuk pengadaan CPNS dan PPPK

b. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menggunakan
sistem Computer Assisted Test (CAT) merupakan metode yang
dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjamin
seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem ini,
peserta mengerjakan soal melalui perangkat komputer, dan hasilnya
dapat langsung diketahui oleh peserta setelah selesai ujian

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
merupakan proses yang panjang dan terstruktur, mulai dari tahap
perencanaan hingga penetapan menjadi ASN penuh. Tahapan ini berlaku
untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Secara umum, tahapan pengadaan CASN
mencakup:
* Tahap perencanaan
a. Perencanaan Kebutuhan: Instansi pemerintah, baik pusat
maupun daerah, mengusulkan kebutuhan formasi kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi




Birokrasi (KemenPANRB). Usulan ini didasarkan pada analisis
jabatan dan beban kerja untuk memastikan kesesuaian antara
kebutuhan instansi dan ketersediaan pegawai.

b. Penetapan Formasi: Setelah menerima usulan, KemenPANRB
menetapkan jumlah dan jenis formasi yang dibutuhkan secara
nasional, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Tahap pengumuman

Pengumuman Lowongan: Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui
portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan situs resmi instansi
terkait, mengumumkan rincian formasi yang tersedia. Pengumuman
ini berisi informasi mengenai jabatan, kualifikasi pendidikan, dan
persyaratan lainnya.

Tahap pendaftaran

a. Pendaftaran Online: Calon pelamar membuat akun dan
mendaftar melalui portal SSCASN. Pelamar mengunggah
dokumen-dokumen yang diperlukan dan memilih formasi yang
diminati.

b. Tahap seleksi

« Seleksi Administrasi: Panitia memverifikasi dokumen yang
diunggah pelamar untuk memastikan kelengkapan dan
kesesuaian dengan persyaratan. Pelamar yang dinyatakan
lulus akan mendapatkan kartu peserta untuk melanjutkan ke
tahap berikutnya.

* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): Peserta yang lolos
seleksi administrasi mengikuti tes berbasis komputer
(Computer Assisted Test- CAT). Materi SKD meliputi: Tes
Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU)
dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

* Tahap penetapan

a. Pengumuman Kelulusan Akhir: Instansi mengumumkan
peserta yang lolos seleksi berdasarkan hasil integrasi nilai.

b. Pemberkasan: Peserta yang dinyatakan lulus melengkapi
dokumen-dokumen administrasi untuk proses penetapan Nomor
Induk Pegawai (NIP).

c. Penetapan NIP dan SK Pengangkatan: BKN menetapkan NIP
bagi peserta yang memenuhi semua persyaratan. Selanjutnya,
instansi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan
sebagai CPNS atau PPPK.




D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran diharapkan tercapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran
(Januari-Desember 2025), dengan hasil berupa:
Formasi jabatan yang tidak menghalangi kesetaraan gender
Jumlah formasi yang terpenuhi
e Pengadaan kegiatan seleksi kompetensi PPPK dan seleksi CPNS
Penerbitan SK CPNS dan PPPK

E. Biaya yang Diperlukan
Biaya yang diperiukan untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
CPNS dan PPPK disesuaikan dengan pagu anggaran Tahun 2025 yang
tersedia sebesar Rp 554.633.800,- dengan nomor rekening 5.03.02.2.03.0003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

G

Rusminah, S.Pd.l.,MA
NIP. 19860130 201903 2 011




ANALISIS KESENJANGAN GENDER - SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN
FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK

. Nama Sub Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

. Data Terpilah

a. Jumlah peserta yang lulus menjadi CPNS sebanyak 876 orang;
b. Jumiah peserta CPNS laki-laki 275 orang, wanita 601 orang;

¢. Jumlah peserta yang lulus menjadi PPPK sebanyak 229 orang;
d. Jumlah peserta PPPK laki-laki 69 orang, wanita 160 orang.

. Isu Kesenjangan

Dari data di atas tidak ada isu kesenjangan yang muncul karena memang lebih banyak
pelamar wanita disbanding laki-laki sehingga kebanyakan yang lulus menjadi CPNS lebih
banyak wanita.

. Sebab-sebab Kesenjangan

Saat ini hampir tidak ada lagi kesenjangan yang muncul dalam pencarian kerja, karena
jumiah jabatan yang mungkin dilamar oleh peserta wanita sudah cukup banyak, seperti
jabatan Bidan dan Perawat ataupun Dokter. Dan sudah banyak sekali jenis jabatan yang
dilamar tidak hanya boleh dilamar oleh laki-laki, sehingga wanita bisa ikut serta
berpartisipasi.

. Rencana Aksi

Untuk terus mempertahankan hal ini agar tidak ada lagi terjadi kesenjangan, BKPSDM
dapat melakukan langkah strategis seperti sosialisasi yang inklusif, dimana kita dapat
menggunakan Bahasa yang netral gender dalam hal pengumuman pengadaan, serta
promosi keberagaman profesi yang dapat dilamar oleh peserta wanita.




6. Output dan Outcome

a. Output (keluaran langsung)
(1) Terlaksananya seleksi yang sensitive gender;
(2) Terbentuknya tim seleksi yang proporsional secara gender;
(3) Tersedianya materi sosialisasi pengadaan yang netral gender;
(4) Meningkatnya jumlag pelamar wanita.

b. Outcome (dampak jangka Panjang)
(1) Terwujudnya proporsi PNS/PPPK yang seimbang antara laki-laki dan wanita di

berbagai formasi jabatan;

(2) Berkurangnya stereotip gender dalam pemilihan karier di lingkungan ASN,



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perangkat Daerah
Program
Kegiatan

Sub Kegiatan
Kinerja

Indikator

Satuan

TAHUN 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten

Program Kepegawaian Daerah

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan
Lanjutan yang transparan dan responsif gender.

: 1. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar

2. Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas
akhir bagi peserta tugas belajar mandiri

Orang - untuk jumlah PNS yang mengikuti tugas
belajar mandiri




A. Latar Belakang

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

¢. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor
6856);

d. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

e. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022
Nomor 186).

a. Gambaran Umum

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia
aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban
tugas pemerintahan dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk
lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui
jalur pendidikan formal. Sementara itu di sisi lain, organisasi harus dapat
mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan
kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak
ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur Sipil
Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika
birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat
kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
maka dipandang perlu mengirimkan Aparatur Sipil Negara melaksanakan
tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten
di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga tErampil yang




berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Aparatur Sipil
Negara dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pendidikan lanjutan ASN adalah bagian dari pengembangan
kompetensi yang diberikan kepada ASN untuk meningkatkan kapasitas
profesional, kepemimpinan, teknis, maupun akademik guna mendukung
pelaksanaan tugas jabatan serta pengembangan karier.

Tujuan Pendidikan Lanjutan ASN:

1. Meningkatkan kompetensi ASN sesuai tuntutan jabatan dan
perkembangan zaman

2. Mempersiapkan ASN untuk jabatan yang lebih tinggi atau fungsional
tertentu

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

4. Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan sistem merit

B. Penerima Manfaat
Langsung:
¢ Peserta yang pendidikan lanjutan dengan tugas belajar
* Peserta perempuan memiliki kesempatan lebih banyak dalam tugas belajar
Tidak langsung:
e OPD menerima manfaat dari pengembangan SDM
s Masyarakat luas yang mendapatkan layanan publik lebih berkualitas

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja
1. Metode Pelaksanaan
a. Pemberian informasi ke SKPD terkait beasiswa daerah tugas belajar
bagi PNS yang ingin mengikuti pendidikan lanjutan
b. Menindaklanjuti pengajuan tugas belajar

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pendidikan Lanjutan Formal (Tugas Belajar/lzin Belajar)
1. Identifikasi Kebutuhan Pendidikan
e Instansi melakukan analisis kebutuhan kompetensi
¢ Menyesuaikan kebutuhan jabatan dengan bidang studi yang akan
diambil
2. Pengajuan Permohonan
e ASN mengajukan surat permohonan tugas belajar atau izin belajar
kepada atasan
¢ Melampirkan dokumen seperti:
o Surat keterangan diterima di perguruan tinggi
o Rencana studi




o Akreditasi program studi
o SK Pangkat terakhir
o Penilaian kinerja terakhir
3. Persetujuan dan Penerbitan SK
¢ Permohonan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
* Diterbitkan SK Tugas Belajar atau SK Izin Belajar sebagai dasar legal
4. Pelaksanaan Pendidikan
¢ ASN mengikuti proses pendidikan sesuai jenjang dan waktu yang
ditetapkan (S2/S3)
e ASN dengan tugas belajar dibebaskan dari tugas kedinasan,
sedangkan izin belajar tetap aktif bekerja
5. Laporan dan Monitoring
e ASN wajib menyampaikan laporan perkembangan studi per
semester/tahun
e [nstansi melakukan pemantauan terhadap progres pendidikan
6. Penyelesaian Studi dan Pelaporan
e ASN menyampaikan: ljazah dan transkrip nilai dan Laporan akhir
pendidikan
e Waijib kembali aktif bekerja setelah pendidikan selesai
7. Pemanfaatan Hasil Pendidikan
e ljazah diakui dalam kenaikan pangkat/jabatan
* Kompetensi baru dimanfaatkan untuk tugas jabatan atau penempatan
baru

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran diharapkan tercapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran
(Januari-Desember 2025), dengan hasil berupa:
1. Dokumen pelaksanaan kegiatan tugas dan izin belajar
2. SK dan Surat Tugas untuk Tugas Belajar dan izin belajar baik yang
dibiayai oleh Pemerintah Daerah ataupun biaya mandiri

E. Biayayang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
ASN disesuaikan dengan pagu anggaran Tahun 2025 yang tersedia sebesar Rp
2.506.439.000,- dengan nomor rekening 5.03.02.2.03.0004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

CF

Rusminah, S.Pd.l.,,MA
NIP. 19860130 201903 2 011



ANALISIS KESENJANGAN GENDER - BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Nama Sub Kegiatan
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Data Terpilah
Untuk menganalisis kesenjangan gender, data perlu dipisahkan berdasarkan jenis
kelamin. Data yang relevan bisa mencakup:
a. Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan lanjutan:

(1) Jumlah yang mengusulkan izin belajar 97 orang dan yang izin belajar nya sudah
keluar sebanyak 89 orang.

(2) Laki - laki (S1) 12 orang; Laki — laki (S2) 5 orang; Laki — laki (S3) 8 orang.

(3) Wanita (S1) 52 orang; Wanita (S2) 11 orang; Wanita (S3) 1 orang.

b. Jenis Pendidikan lanjutan yang diikuti:

(1) Jenis Pendidikan Lanjutan yang dipilih mempengaruhi jumlah ASN yang
mengikutinya.

(2) Bisa dilihat kebanyakan Wanita yang melanjutkan Pendidikan ke S1 atau S2
adalah kemungkinan karena kondisi di unit kerjanya yang mengharuskan
melanjutkan ke Sarjana karena sudah tidak relevan dengan jabatannya sekarang.

(3) Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan ke S3 kebanyakan adalah laki-laki,
karena kebanyakan mereka yang melanjutkan pendidikan ke S3 adalah pejabat
fungsional, pejabat struktural eselon Il atau yang telah menduduki jabatan tinggi
pratama (yang kebanyakannya adalah laki-laki) yang ingin melanjutkan
Pendidikan lebih tinggi lagi.

3. Isu Kesenjangan

Dari data terpilah di atas, isu kesenjangan gender yang mungkin muncul adalah dalam
hal ketidaksetaraan partisipasi dimana jumiah ASN Wanita yang menduduki jabatan
struktural (eselon Il, eselon Ill) masih rendah sehingga kesempatan untuk meningkatkan
Pendidikan lanjutan lebih tinggi lagi belum setara. Jarang sekali ASN yang jabatannya
masih pelaksana melanjutkan Pendidikan ke S3, sehingga dapat disimpulkan bahwa
yang mengusulkan pendidikan ke jenjang S3 kebanyakan adalah pejabat struktural
(eselon I, eselon Il1).




4. Sebab — sebab Kesenjangan

Sebab - sebab kesenjangan gender pada hal ini hampir tidak terlihat karena hanya pada
jenis Pendidikan tertentu didominasi oleh jumlah ASN laki-laki. Namun, kesenjangan
yang bersifat kultural bisa terjadi karena adanya pandangan bahwa laki-laki lebih cocok
untuk jabatan kepemimpinan, sementara wanita dianggap lebih cocok untuk peran
pendukung. Ini mempengaruhi jumlah ASN wanita yang mengusulkan Pendidikan
lanjutan karena hanya sedikit ASN wanita yang menduduki jabatan struktural (eselon Il
eselon |Il)

5. Rencana Aksi
Berikut adalah beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi
kesenjangan ini:
a. Penyusunan SOP seleksi peserta Pendidikan lanjutan yang sensitive gender.
Pastikan kriteria seleksi tidak diskriminatif.
b. Menyelenggarakan sosialisasi atau pelatihan kesadaran gender bagi pimpinan dan
seluruh ASN untuk menghapus stereotip dan mendorong kesetaraan.

6. Output dan Outcome

(1) Output (keluaran langsung):
a. Tersusunnya pedoman/SOP seleksi Pendidikan Lanjutan yang sensitive gender.
b. Terlaksananya sosialisasi atau pelatihan kesadaran gender untuk pimpinan.

(2) Outcome (dampak jangka Panjang)
a. Meningkatnya jumiah ASN wanita yang menduduki jabatan struktural (eselon I,

eselon IlI).

b. Meningkatnya partisipasi ASN wanita dalam Pendidikan lanjutan.




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Sisingamangaraja No. 1 Pulaulaut Sigam. Kotabaru - Kalimantan Selatan 72112

Telp : (0518) 21002, Fax : (0518) 22578, Website - bkpsdm-kotabarukab.info, Email : bkpsdmi@kotabarukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

APARATUR TAHUN 2025

Perangkat Daerah : BKPSDM

Program : PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kinerja : Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur
Satuan 3 dokumen
. LATAR BELAKANG
a. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250),

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



10.

T

12

13.

14.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hasil Kerja dan Jam
Kerja Instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil
Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah;



15.

186.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009
tentan Pengarusatamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kotabaru
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

Pengatur Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 14);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten
Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 24);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186);

Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja

aparatur sipil negara (ASN), diperlukan sistem penilaian dan evaluasi kinerja
yang objektif, terukur, dan berkelanjutan. Penilaian ini penting sebagai dasar
pembinaan karier, pemberian penghargaan, pengembangan kompetensi, serta
penegakan disiplin pegawai. Secara spesifik bertujuan untuk menilai capaian
kinerja aparatur secara objektif dan terstruktur, Mengevaluasi efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN, Menyusun rekomendasi tindak
lanjut untuk peningkatan kinerja individu dan organisasi dan Mendorong
budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan instansi.



Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam Sistem
Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan,
pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan
sistem informasi kinerja. Penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan
proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP.
Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan
pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun
rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian sebagai bagian dari
evaluasi kinerja aparatur.

Sistem Pendukung Penilaian Kinerja dengan menggunakan mesin
absensi elektronik (Daftar Hadir Elektronik) dan capaian kinerja atas aktivitas
kegiatan harian yang berfungsi untuk meningkatkan disiplin pegawai dan
meningkatkan kinerja pegawai dimana akan memudahkan pengawasan
kehadiran PNS karena dapat diakses secara langsung dengan menggunakan
sistem aplikasi daftar hadir online yang dapat diakses oleh seluruh SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan data terkirim secara real time
ke BKPSDM serta dapat meminimalisir terjadinya kecurangan seperti
manipulasi data.

Data ASN Pemerintah Kabupaten Kotabaru Pada Semester | Tahun
2025 sebanyak 5.179 Orang terpilah laki-laki 2.287 orang (44,16%) dan
perempuan 2.892 Orang (55,84%) sebagai penerima manfaat dan objek dari
pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, baik itu dalam hal
pelaksanaan asistensi kinerja. Perumusan tim kinerja pemberian tambahan
penghasilan pegawai dilakukan oleh pejabat struktural dimana data pemangku
jabatan struktural proporsi perempuan cukup rendah yaitu 20% dari JPT
Pratama, 21,43% dari jabatan administrator, dan 39,23% untuk pemangku
jabatan pengawas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender
khususnya representasi perempuan dalam pengambil keputusan strategis.

Pengembangan sistem pendukung penilaian kinerja dengan
menggunakan android. Pada tahun 2020 tahapan kegiatan dimulai dengan
pembuatan aplikasi kehadiran berbasis android dan menentukan titik koordinat
pada seluruh SKPD/Unit kerja di Pemkab Kotabaru mulai dari SKPD, Kantor
Kecamatan, Puskesmas, UPT sekolah (taman kanak-kanak, sekolah dasar
sampai sekolah menengah pertama). Sejak bulan April 2021 berlanjut tahun
2025 penggunaan sewa layanan aplikasi absensi Biomertik sudah
dilaksanakan dan tetap bisa termonitoring. Namun diharapkan penyusunan
desain mempertimbangkan keterbatasan akses dan literasi digital perempuan
ASN. Dimana masih adanya stereotipe peran Perempuan dianggap kurang
cocok untuk tugas teknis atau strategis, sehingga partisipasi dan kontrol
mereka terbatas.



Agar penggunaan layanan aplikasi absensi biometrik maksimal
dilaksanakan perlu dikelola secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
memberikan hasil yang memadai secara efektif dan efisien serta dilaksanakan
menurut kaidah, norma dan peraturan yang beriaku. Untuk mengoptimalkan
peran pengelola kepegawaian masing-masing SKPD perlu melakukan
pendampingan dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pengukuran
kinerja pegawai serta untuk mengoptimalkan tingkat pengawasan terhadap
tingkat kedisiplinan pegawai sebagai sarana utama dalam meningkatkan
kinerja organisasi sehingga pengukuran dan pengelolaan kinerja dapat
dilakukan dengan optimal namun tetap memperhatikan atau responsif gender.

Il. PENERIMA MANFAAT

Sasaran dari kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja yaitu seluruh Pegawai
ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebanyak 5.179 Orang
terpilah laki-laki 2.287 orang (44,16%) dan perempuan 2.892 Orang (55,84%)
sebagai penerima manfaat dan objek dari pelaksanaan penilaian dan evaluasi
kinerja aparatur.

lll. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
A. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan melalui beberapa Tahapan pekerjaan antara lain:

1. Pengumpulan data awal
a. Menyurati seluruh SKPD untuk mengumpulkan data Penilaian Kinerja tahun
sebelumnya dan Sasaran Kinerja Pegawai awal tahun seluruh SKPD
b. Menghimpun berkas Sasaran Kinerja Pegawai yang sudah masuk ke
BKPSDM
c. Membuat rekap daftar berkas Sasaran Kinerja masing-masing SKPD
2. Melaksanakan Asistensi
a. Mengadakan asistensi berdasarkan data berkas yang masuk
b. Memberikan pengarahan dan mendampingi perwakilan SKPD/Unit kerja
menginput laporan dokumen
c¢. Koordinasi seluruh tim asistensi
3. Mengadakan evaluasi kinerja pegawai
a. Mengevaluasi berkas SKP dan daftar hadir Pegawai seluruh SKPD
b. Menyusun laporan daftar nominatif berdasarkan daftar hadir pegawai setiap
bulan
¢. Membuat laporan tentang pelanggaran daftar hadir untuk ditindak lanjuti.
4. Merumuskan bahan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja
5. Menyusun kontrak kerja dengan pihak ketiga penyediaan jasa aplikasi absensi
biometrik.




B. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan di Kabupaten Kotabaru dengan jadwal kegiatan sebagai

berikut:
' No Uraian Waktu
1 | Pengumpulan dan entry data Penilaian Kinerja tahun Januari - April
sebelumnya dan Sasaran Kinerja Pegawai awal tahun
seluruh SKPD
2 | Mengadakan asistensi pegawai pada SKPD Januari-April
3 | Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai melalui Januari minggu ke
dokumen sasaran kinerja pegawai dan daftar hadir 4 — desember
pegawai seluruh SKPD setiap bulan minggu ke 1
4. | Menyusun dokumen kebijakan Penilaian dan Evaluasi | Januari
Kinerja Aparatur
5. | penyediaan jasa aplikasi biometrik untuk 6.401 ASN | Januari
selama 12 bulan dengan pihak ketiga
6. | Pemberian jasa Layanan umum entry data Pengelola | Maret, Juni,
Daftar Hadir Elektronik september,
Desember
7. | Melaksanakan rapat tim Evaluasi Kinerja Maret, Juni,
september,
Desember

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja
Langkah aksi mendukung partisipatif gender antara lain:

_r'

1!‘

Integrasikan analisis gender dalam setiap tahapan kebijakan TPP dan evaluasi
kinerja.

Libatkan perempuan ASN secara aktif dalam tim teknis dan forum evaluasi.
Revisi sistem e-kinerja dan absensi agar ramah terhadap kondisi perempuan,
termasuk cuti melahirkan dan fleksibilitas kerja.

Buat indikator kinerja yang mempertimbangkan beban kerja non-formal dan
kontribusi sosial perempuan ASN.

Lakukan pelatihan literasi digital dan kepemimpinan bagi perempuan ASN
untuk meningkatkan akses dan kontrol.




D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 9 dokumen yang
terdiri dari:

» Tersusunnya dokumen kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
sebanyak 1 dokumen

» Terlaksananya asistensi kinerja ASN berupa pendampingan penyusunan dan
penilaian SKP melalui aplikasi e-kinerja BKN sebanyak 2 kali penyelenggaraan
untuk ASN pengelola kinerja di SKPD, Kecamatan dan Puskesmas.

» Terlaksananya rapat evaluasi kinerja ASN oleh Tim Kabupaten (perumus TPP)

sebanyak 4 kali pelaksanaan.

Terlaksananya fasilitasi sistem pendukung penilaian kinerja bagi ASN berupa

penyediaan jasa aplikasi biometrik untuk 6.401 ASN selama 12 bulan.

» Terlaksananya pembinaan bagi pengelola kinerja pendukung sistem penilaian
kinerja bagi Petugas Entry Data Pengelola Daftar Hadir Elektronik melalui
pemberian jasa Layanan umum entry data sebanyak 170 pegawai pengelola
kinerja SKPD selama 12 bulan.

» Indikator hasil dari sub kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja ASN dengan
indikator minimal 95% kinerja ASN minimal bernilai Baik.

Y

BIAYA YANG DIPERLUKAN
Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, sebesar
Rp.1.109.986.258
NO BELANJA VOLUME Rp.
1 | Belanja Barang Pakai Habis Rp. 26.885.450
a) Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor- 1 kali Rp. 789.000
ATK penyediaan
b) Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor- 1 kali Rp. 1.541.000
kertas dan cover penyediaan
c) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- 1 kali Rp. 893.750
bahan cetak penyediaan
d) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- 1 kali Rp. 288.000
Benda Pos penyediaan
e) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- 1 kali Rp. 803.000
bahan computer penyediaan
f) Belanja makanan dan minuman kegiatan: 6 kali Rp. 22.570.000
snack dan makan (rapat evaluasi kinerja, penyediaan
rapat asistensi kinerja)
2 Belanja Jasa kantor Rp. 990.228 468
a) Honorarium narasumber, moderator, 6 kali Rp. 60.200.000
pembawa acara dan panitia
b) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4 kali
¢) Belanja jasa tenaga kebersihan Rp. 204.000.000




d) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem 6 Kali Rp. 1.000.000
Informasi
12 bulan Rp.725.026 468
Belanja perjalanan dinas Rp. 92.872.000
a) Belanja perjalanan dinas biasa 17 orang/kali | Rp. 84.708.000
b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15 orang/kali | Rp. 8.164.000

Kepala Bidang Disiplin,
Kesejahteraan dan Informasi,

grﬂ_ﬁf—

Erwan Ariansyah, S.ST
NIP. 19770110 2009 03 1 004
Pembina (IV/a)
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ANALISIS GENDER ACTION BUDGET (GAB)
BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Data Terpilah
a. Jumilah ASN Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 semester | terpilah Gender sebagai
berikut:
* Menurut jenis kepegawaian:
No. Jenis Kepegawaian Laki-laki % Perempuan % Jumiah
1 PNS Kabupaten/Kota 2039 4514 | 2478 5486 | 4517
2 PPPK Kabupaten/kota 248 3746 | 414 62.54 | 662
Jumiah 2287 44 16 | 2892 55.84 | 5179
* Menurut jenis jabatan:
No Tingkat Jabatan Laki-laki Perempuan Jumiah
1 Jabatan Pimpinan Tinggi 24 80 6 20 30
A. Utama 0 0
B. Madya 0 0
C. Pratama 24 80 6 20 30
2 | Administrator 99 78.57 | 27 21.43 | 126
Pengawas 110 60.77 | 71 39.23 | 181
4 | Jabatan Fungsional 1222 37.55 | 2032 62.45 | 3254
A. Kesehatan 313 24 .45 | 967 75.55 | 1280
B. Pendidik 692 44 44 | 865 55.56 | 1557
C. Teknis 217 52.04 | 200 47.96 | 417
Jabatan Pelaksana 584 52.04 | 342 36.93 | 926
6 Jabatan Pppk 248 37.46 | 414 62.54 | 662
A. Kesehatan 48 3453 | AN 65.47 | 139
B. Pendidik 120 31.66 | 259 68.34 | 379
C. Teknis 59 60.20 | 39 39.80 | 98
D. Umum 21 4565 | 25 54,35 | 46
Jumlah 2287 44.16 | 2892 55.84 | 5179




b. Hasil Capaian Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari 9
dokumen yaitu:

1) Dokumen kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (1 Dokumen)

2) Asistensi kinerja ASN berupa pendampingan penyusunan dan penilaian SKP
melalui aplikasi e-kinerja BKN untuk ASN pengelola kinerja di SKPD,
Kecamatan dan Puskesmas. (2 dokumen penyelenggaraan asistensi)

3) Rapat evaluasi kinerja ASN oleh Tim Kabupaten Perumus Tambahan
Penghasilan Pegawai sebanyak 4 dokumen pelaksanaan.

4) Fasilitasi sistem pendukung penilaian kinerja bagi ASN berupa penyediaan
jasa aplikasi biometrik untuk 6.401 ASN selama 12 bulan (1 dokumen kegiatan)

5) Pembinaan bagi pengelola kinerja pendukung sistem penilaian kinerja bagi
Petugas Entry Data Pengelola Daftar Hadir Elektronik melalui pemberian jasa
Layanan umum entry data sebanyak 56 pegawai pengelola kinerja SKPD
selama 12 bulan (1 dokumen kegiatan).

c. Dokumen kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berupa penyusunan
Peraturan Perundang-undangan terkait kebijakan pemberian TPP di lingkup
Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian
TPP ASN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Nomor
02 Tahun 2025). Pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan penilaian disiplin
kinerja (40%) dan penilaian produktivitas kerja (60%) dari TPP yang diterima
Pegawai ASN.

d. Asistensi kinerja ASN berupa pendampingan penyusunan dan penilaian SKP
melalui aplikasi e-kinerja yang diikuti oleh ASN pengelola kinerja di SKPD,
Kecamatan dan Puskesmas.

e. Rapat evaluasi kinerja ASN oleh tim evaluasi kinerja dan pelaksanaan TPP ASN
Kabupaten yang anggotanya terdiri dari SKPD dan Pejabat terkait penyusunan TPP
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru yaitu sebagai berikut:

1) Sekretaris daerah

2) Asisten Administrasi Umum

3) Kepala BKPSDM

4) Kepala BPKAD

5) Kepala Bapenda

6) kepala Baperida

7) Inspektur

8) Kepala Bagian Organisasi

9) Kepala Bagian Hukum

Tim memiliki tugas sesuai dengan lingkup wewenang tupoksinya pada perangkat
daerah dimaksud. Setiap SKPD membentuk tim tersendiri untuk mendukung
tupoksinya dalam melaksanakan kewajiban merumuskan kebijakan TPP.



f. Kegiatan penyediaan aplikasi biometrik sebagai perangkat pendukung kelancaran
pemberian TPP dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai.

g. Pembinaan berupa reward honor setiap bulan selama setahun bagi pengelola
daftar kehadiran ASN yang ditunjuk dari SKPD masing-masing (2 orang) sebanyak
80 orang dan di buatkan SK Kepala Daerah. Penunjukkan operator membuka
kesempatan bagi ASN laki-laki maupun perempuan yang berkompeten terlibat
sehingga kegiatan tetap responsif gender.

3. Isu Kesenjangan

ITEM AKSES PARTISIPASI KONTROL MANFAAT
PEKERJAAN

a. Penyusunan | Perempuan ASN | Dominasi laki- Perempuan Formula TPP
dokumen sering tidak laki dalam forum | minim sering tidak
kebijakan dilibatkan dalam | perumusan pengaruh mempertimbangkan
TPP tim teknis kebijakan, terhadap beban kerja ganda

penyusunan, terutama jabatan | formula TPP perempuan
terutama di struktural. yang (domestik dan
bidang berdampak profesional).
keuangan dan langsung pada
perencanaan. kesejahteraan

mereka.

b. Asistensi Akses teknologi | Perempuan lebih | Minim kontrol | Manfaat terbatas
pengisian dan literasi sering menjadi terhadap karena sistem tidak
aplikasi e- digital peserta, bukan | desain aplikasi | mengakomodasi
Kinerja perempuan ASN | fasilitator atau yang tidak fleksibilitas kerja

lebih rendah, pendamping. ramah gender | perempuan.
terutama di
daerah terpencil.

c. Rapat tim Perempuan ASN | Partisipasi aktif | Tidak memiliki | Kebijakan hasil
evaluasi jarang diundang | rendah karena suara dalam rapat sering tidak
kinerja sebagai budaya rapat penentuan berpihak pada
(TPP) pengambil yang maskulin indikator kebutuhan

keputusan, dan waktu yang | kinerja atau perempuan ASN.
hanya sebagai | tidak ramah bagi | bobot

notulen atau ibu bekerja. penilaian.

pendukung.

d. Pengadaan | Perempuan ASN | Tidak dilibatkan | Tidak memiliki | Sistem absensi
absen yang sedang dalam uji coba kontrol berdampak negatif
biometrik hamil atau atau desain terhadap pada perempuan

menyusui sistem absensi. | kebijakan yang memiliki
mengalami toleransi tanggung jawab
kendala fisik keterlambatan | domestik lebih
dalam akses atau besar.
fingerprint. dispensasi.

e. Pemberian Perempuan ASN | Partisipasi dalam | Tidak memiliki | Manfaat finansial
honor bagi jarang ditunjuk pengelolaan kontrol atas lebih banyak
pengelola sebagai kinerja rendah mekanisme dinikmati oleh ASN
kinerja pengelola karena stereotip | seleksi laki-laki di posisi

kinerja, terutama | peran penerima strategis.
di bidang teknis. | administratif. honor.




4. Sebab-Sebab Kesenjangan
a. Pemerintah

1) Kebijakan belum berperspektif gender: Formula TPP, sistem e-kinerja, dan
absensi belum mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan.

2) Minimnya representasi perempuan dalam tim teknis dan pengambil keputusan:
Terutama pada jabatan struktural dan bidang perencanaan.

3) Desain sistem digital yang tidak inklusif: Tidak mempertimbangkan
keterbatasan akses dan literasi digital perempuan ASN.

b. Masyarakat

1) Norma sosial dan beban kerja ganda: Perempuan ASN sering menghadapi
tantangan dalam menyeimbangkan tugas kantor dan rumah.

2) Stereotip peran: Perempuan dianggap kurang cocok untuk tugas teknis atau
strategis, sehingga partisipasi dan kontrol mereka terbatas.

3) Kurangnya kesadaran hak dan advokasi internal: Minimnya forum atau
mekanisme bagi perempuan ASN untuk menyuarakan kebutuhan mereka.

5. Rencana Aksi
a. Integrasikan analisis gender dalam setiap tahapan kebijakan TPP dan evaluasi
kinerja.
b. Libatkan perempuan ASN secara aktif dalam tim teknis dan forum evaluasi.

c. Buat indikator kinerja yang mempertimbangkan beban kerja non-formal dan
kontribusi sosial perempuan ASN.

d. Lakukan pelatihan literasi digital dan kepemimpinan bagi perempuan ASN untuk
meningkatkan akses dan kontrol.

6. Output dan Outcome

a. Output :
9 Dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja yang responsif gender

b. Outcome :
meningkatkan kinerja ASN dengan indikator minimal 95% kinerja ASN minimal
bernilai Baik



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Aiamal - Jalan Sasingamangarajas No. 1 Pulaulse Sigam Kotabans-Kalmantan Selstan 72111

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Program . KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan :  MUTASI DAN PROMOSI ASN
Sub Kegiatan :  PENGELOLAAN PROMSI| ASN

Lokasi Pekerjaan : KABUPATEN KOTABARU
Nomor Rekening : 5.03.02.2.02.03

Pagu Anggaran : Rp. 466.140.000,00
Sumber Dana :  RAFBD KABUPATEN KOTABARU TA 2025
I. PENDAHULUAN

.

I,

a. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipll Negara;
2. PP 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Instansi
Pamerintah.

b. Latar Belakang
Pengelolaan promosi ASN adalah kegiatan pengelolaan mutasi dan promosi
PNS Struktural dimulai dari penyusunan rencana mutasi promosi ASN, pelantikan
dan lelang jabatan struktural.

MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Maksud penyelenggaraan pengelolaan promosi ASN adalah ditempatkannya
ASN sesuai dengan Kompetensinya.

b. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pengelolaan Promosi ASN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kaotabaru melalui Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan tinggi pratama

2. Mengisi kekosongan, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan JPT
Pratama

3. Melaksanakan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian
jabatan yang kosong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.

4, Penyelenggaraan kegiatan rapat Badan pertimbangan pangkat dan
Jabatan/Baperjakat atau Tim Penilai kinerja guna pengembangan Karir dan
Promosi ASN

KELUARAN
Keluaran dari kegiatan Pengelolaan Promosi ASN adalah sebagal berikut:
1) Terisinya kekosongan Pejabal Pengawas, Administrator dan JPT Pralama;
2) Teraksanannya rapat tim penilai kinerja/Baperjakat;
3) Teraksananya kegiatan pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Pejabat
Pengawas, Administrator dan JPT Pratama

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan Pengelolaan Promosi ASN adalah seluruh ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan yang beraku.



V. WAKTU PELAKSANAAN
Tempat pelaksanaan di Kabupaten Kotabaru, waktu pelaksanaan:
1. Pengangkatan, mutasi dan promosi Pejabat Struktural dari bulan Januari sid
Desember 2025.
2. Seleksi terbuka dan uji kompetensi JPT Pratama dilaksanakan antara bulan Maret
s/d Desember 2025,

V. ANGGARAN
Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, sebesar Rp.
466.140.000,00.
a. Komponen Belanja
Dihitung berdasarkan ASB No 41 Kabupaten Kotabaru,
1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
6) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
Panitia
7) Honorarium Rohaniawan
8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan

b. Komponen Belanja Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas (Biasa), digunakan untuk:
1) Perjalanan Dinas untuk kegiatan pelantikan pejabat struktural
2) Perjalanan Dinas untuk kegiatan seleksi terbuka JPT Pratama
3) malanan Dinas untuk rapat koordinasi terkait pengelolaan mutasi dan promosi

Vil. ORGANISASI PELAKSANA
Pelaksana untuk sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN adalah Bidang Mutasi
dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotabaru.

Vill. PENUTUP
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan,
sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Kotabaru,
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

ARALKEAO
RASWAN, SST
NIP. 198406202010011013




AMNALISIS GENDER ACTION BUDGET (GAB)
BIDANG MUTAS! DAN PROMOSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Nama Program/Kegiatan
= Pengelolaan Promosi ASN
2. Data Terpilah
Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural Eselon Il ; 34 orang
« Laki-laki: 24 orang (71 %)
« Perempuan: 6 orang (18 %)
Jumilah ASN yang menduduki jabatan struktural Eselon lll : 129 orang
s Laki-laki: 102 orang (79 %)
= Perempuan: 25 orang (19 %)
Jumiah ASN yang menduduki jabatan struktural Eselon IV : 187 orang
+ Laki-laki: 114 orang (61 %)
= Perempuan: 73 orang (39 %)
3. Isu Kesenjangan

* Akses: Kesempatan menduduki jabatan struktural belum sepenuhnya setara antara laki-
laki dan perempuan,

* Partisipasi: Perempuan sedikit lebih rendah dalam jumlah yang dipromosikan ke jabatan
struktural.

*  Kontrol: Pengawasan sub kegiatan promosi ASN lebih banyak dilakukan oleh perempuan,
namun belum berimbang dalam pengambilan keputusan strategis.

* Manfaat: Kebutuhan ASN belum sepenuhnya terpenuhi secara adil berdasarkan Analisis
Beban Kerja (ABK).

4. Sebab Kesenjangan
Internal:
s Proses promosi tidak dapat diprediksi secara konsisten,
= Penempatan pejabat struktural sering berubah karena dinamika organisasi.

Eksternal:

« Kebutuhan instansi untuk mengisi jabatan dengan ASN yang berkompeten, tanpa
mempertimbangkan representasi gender secara proporsional.

= Stereotip jabatan tertentu lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan.




5. Rencana Aksi

= Menyusun kebijakan promosi berbasis merit yang mempertimbangkan kesetaraan
gender.

* Melakukan pelatihan dan mentoring kepemimpinan bagi ASN perempuan.

= Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi.
Menyediakan data terpilah gender secara berkala untuk evaluasi.

*= Mendorong partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan.

6. Output & Outcome
Qutput:

+ Meningkatnya jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural dari 46,88%
menjadi 48,50%.

Outcome:

» Meningkatnya persentase ASN perempuan yang berperan dalam pengambilan kebijakan
dan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.

« Terwujudnya sistem promosi ASN yang adil, transparan, dan responsif terhadap
kesetaraan gender.




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL,
KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan

Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, Dan Prajabatan
Kinerja : Terlaksananya pengembangan kompetensi secara
terstruktur dan berkesinambungan bagi ASN untuk
mendukung peningkatan kapasitas aparatur yang
profesional, berintegritas, dan responsif gender.
Indikator : 1. Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan yang
mengikuti pengembangan kompetensi.
2. Jumlah peserta pelatihan jabatan fungsional yang
mengikuti pengembangan kompetensi.
. Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis
. Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS.
. Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas
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. Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat (UPKP)
Satuan : Orang - untuk jumiah peserta per jenis pelatihan.



A. Latar Belakang
Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020,

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara.

Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);

Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentan
Pengarusatamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kotabaru
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten
Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 24);

Gambaran Umum

Pengembangan kompetensi bagi ASN merupakan mandat Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang
menegaskan bahwa setiap ASN berhak memperoleh pengembangan




kompetensi untuk meningkatkan kinerja. Namun, dalam praktiknya masih
terdapat kesenjangan gender, di mana perempuan cenderung lebih banyak
berpartisipasi dalam pelatihan dasar (prajabatan) sementara laki-laki lebih
mendominasi pelatihan strategis seperti kepemimpinan dan jabatan pimpinan
tinggi (JPT).

Norma dan stereotip gender yang menilai laki-laki lebih cocok menjadi
pemimpin masih sangat kuat dalam budaya birokrasi. Kepemimpinan sering
diidentikkan dengan sifat maskulin seperti ketegasan, keberanian mengambil
keputusan, dan kemampuan mengendalikan bawahan. Akibatnya,
perempuan kerap dianggap kurang sesuai untuk posisi strategis meskipun
memiliki kompetensi yang setara. Pandangan ini membuat kesempatan
perempuan untuk diikutsertakan dalam pelatihan kepemimpinan dan jabatan
pimpinan tinggi lebih terbatas dibanding laki-laki.

Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan karier antara ASN laki-
laki dan perempuan. Oleh karena itu, penerapan analisis gender dan
perencanaan anggaran responsif gender perlu dilakukan dalam kegiatan
pengembangan kompetensi ASN agar tercapai kesetaraan kesempatan,
Khususnya dalam membangun kapasitas kepemimpinan.

B. Penerima Manfaat

Langsung:

* ASN yang mengikuti pelatihan (pelatihan kepemimpinan, pelatihan jabatan
fungsional, diklat teknis, dan pelatihan dasar CPNS).

« ASN perempuan yang memperoleh akses lebih luas melalui afirmasi
keterwakilan gender.

lidak langsung:

» OPD memiliki SDM yang lebih kompeten dan berdaya saing

» Masyarakat luas yang mendapatkan layanan publik lebih berkualitas

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja
1. Metode Pelaksanaan
1) Pelatihan Kepemimpinan
Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan secara blanded leaming melalui
metode klasikal berupa tatap muka, diskusi, studi kasus, dan ceramah:
serta non-klasikal berupa distance learning dengan jarak jauh, e-learning
dan penugasan aktualisasi di unit kerja. Pola pelaksanaan disesuaikan
dengan standar kurikulum dan mekanisme dari Lembaga Administrasi
Negara (LAN) atau lembaga penyelenggara yang berwenang. Pelatihan
kepemimpinan yang sudah terlaksana PKN (Pelatihan Kepemimpinan
Nasional), PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator), dan PKP
(Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).




2) Pelatihan Jabatan Fungsional
Pelatihan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman dan
kurikulum yang ditetapkan oleh penyelenggara, dengan metode yang dapat
berupa pembelajaran di kelas, praktik, atau metode lain sesuai bidang
jabatan fungsional.

3) Pelatihan Diklat Teknis
Diklat Teknis dilaksanakan mengikuti standar dan mekanisme yang
ditetapkan oleh penyelenggara, dengan metode pembelajaran yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan teknis peserta dan instansi.

4) Pelatihan Dasar CPNS 2025
Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dengan metode blended learning,
yaitu perpaduan pembelajaran klasikal (tatap muka) dan non-klasikal (e-
learning/mandiri) yang disertai dengan penugasan aktualisasi di unit kerja.
Penyelenggaraan dilakukan dengan mengacu pada standar kurikulum dan
menggunakan pola penjaminan mutu, sehingga kualitas pembelajaran,
capaian kompetensi, dan kelulusan peserta dapat terukur dan terjamin.

5) Ujian Dinas
Ujian dinas dilaksanakan oleh BKN menggunakan sistem Computer
Assisted Test (CAT). Peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran
melalui link resmi yang disediakan, kemudian mengikuti ujian sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.

6) Ujian Penyesuaian dan Kenaikan Pangkat (UPKP)
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di BKN dilaksanakan melalui
sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan tahapan pendaftaran
peserta melalui link resmi dan mengikuti ujian sesuai jadwal yang
ditentukan.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
1) Pelatihan Kepemimpinan
* Pendaftaran dan Verifikasi -~ ASN mendaftar melalui link resmi
penyelenggara, kemudian diverifikasi administrasi.
» Penetapan Peserta — Peserta yang memenuhi syarat ditetapkan
melalui surat undangan/keputusan.
» Pelaksanaan Pelatihan — Peserta mengikuti pembelajaran sesuai
kurikulum dan penugasan.
» Evaluasi dan Kelulusan - Peserta mengikuti ujian/penilaian, dan yang
lulus memperoleh sertifikat.




2)

3)

4)

1)

2)

3)

Pelatihan Jabatan Fungsional

+ Pendaftaran dan Verifikasi — ASN mendaftar melalui sistem/link resmi
sesuai pelatihan yang dibuka, lalu dilakukan verifikasi administrasi.

* Penetapan Peserta — Peserta yang memenuhi syarat ditetapkan dan
diumumkan oleh penyelenggara.

* Pelaksanaan Pelatihan - Peserta mengikuti pelatihan sesuai
kurikulum jabatan fungsional yang berlaku.

* Evaluasi dan Sertifikasi — Peserta mengikuti evaluasi/ujian, dan yang
lulus memperoleh sertifikat kompetensi.

Pelatihan Diklat Teknis

+ Pendaftaran dan Verifikasi — ASN mendaftar melalui sistem/link resmi
penyelenggara, kemudian dilakukan verifikasi persyaratan
administrasi.

+ Penetapan Peserta — Peserta yang memenuhi syarat ditetapkan oleh
penyelenggara melalui pengumuman resmi.

» Pelaksanaan Pelatihan — Peserta mengikuti pembelajaran sesuai
kurikulum teknis yang relevan dengan tugas jabatan.

» Evaluasi dan Sertifikasi — Peserta mengikuti evaluasifujian, dan yang
lulus diberikan sertifikat pelatihan teknis.

Pelatihan Dasar CPNS 2025

Pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Kotabaru Pola

Penjaminan Mutu diselenggarakan dengan metode Blended Leaming

dimulai dari bulan Juli-Desember 2025.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Pelatihan Mandiri

Dilakukan secara mandiri oleh Peserta (Self learning) dan asynchronous

yang dilaksanakan selama 48 JP atau setara dengan 9 (sembilan) hari

Kalender yang dilaksanakan di tempat kedudukan peserta.

E-Leamning (Distance Learning)

Distance learning melalui e-learning dilaksanakan secara terstruktur

selama 209 JP atau setara 22 hari, dengan rincian selama :

a. 65 JP yang dilaksanakan melalui pembelajaran daring secara langsung
(synchronous); dan

b. 144 JP yang dilakukan secara asynchronous
Distance Leaming melalui e-leaning dilaksanakan melalui
pembelajaran kolaboratif antara Peserta dengan pengajar yang
dilaksanakan secara asynchronous (async) dan synchronous (sync) di
tempat kedudukan Peserta.

Aktualisasi dan Habituasi

Aktualisasi dilaksanakan secara terstruktur melalui pembelajaran di

tempat kerja asal Peserta selama 360 JP atau setara dengan 40 hari




4)

5)

6)

kerja. Penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat
untuk 30 hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan
pembelajaran.

Pembelajaran Klasikal

Pembelajaran klasikal dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Blended
Learning selama 30 JP atau setara 3 (tiga) hari.

Selama pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan
Dasar CPNS Kabupaten Kotabaru Pola Penjaminan Mutu dalam Blended
Leamning dilakukan proses pendampingan dengan kegiatan penguatan
jasmani, rohani dan/atau spritual yang disesuaikan dengan karakteristik
dan kebutuhan Instansi Pemerintah Asal peserta serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.

Ujian Dinas

Pengisian Data Peserta

ASN yang akan mengikuti ujian dinas diwajibkan melakukan pendaftaran
melalui link resmi yang disediakan oleh BKN, Pada tahap ini peserta
mengisi data diri, unit kerja, serta kelengkapan dokumen persyaratan
sesuai ketentuan.

Verifikasi Data

Data yang telah diisi peserta diverifikasi oleh panitia untuk memastikan
kelayakan administrasi sebelum mengikuti ujian. Peserta yang memenuhi
syarat akan mendapatkan jadwal ujian.

Pelaksanaan Ujian Dinas

Peserta mengikuti ujian dinas melalui sistem Computer Assisted Test
(CAT) BKN pada waktu yang telah ditentukan. Ujian ini bertujuan
mengukur kemampuan dan kompetensi ASN sebagai syarat kenaikan
pangkat.

Pengumuman Hasil Ujian

Setelah ujian selesai, hasil ujian dinas dapat langsung diketahui melalui
sistem CAT BKN. Peserta yang lulus akan memperoleh rekomendasi
kelulusan sebagai dasar usulan kenaikan pangkat.

UPKP

UPKP dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kanreg VIl
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

Pengisian Data Peserta

ASN melakukan pendaftaran melalui link resmi yang disediakan BKN
dengan mengisi data dan melampirkan dokumen persyaratan.

Verifikasi Data

Data peserta diverifikasi oleh panitia untuk memastikan kelayakan
administrasi.




* Pelaksanaan Ujian
Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti ujian menggunakan
sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.

+ Pengumuman Hasil
Hasil ujian diumumkan melalui sistem CAT, dan peserta yang lulus
memperoleh rekomendasi sebagai dasar kenaikan pangkat.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran diharapkan tercapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Januari—
Desember 2025), dengan hasil berupa:
» Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sesuai target.
« Tersedianya data terpilah peserta berdasarkan gender.

E. Biaya yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan disesuaikan dengan pagu anggaran
Tahun 2025 yang tersedia sebesar Rp 10.546.555.600,- dengan nomor rekening
5.04.02.2.02.0007.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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ANALISIS GENDER ACTION BUDGET (GAB)
BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (PPA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

. Nama Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

. Data Terpilah

Peserta Pelatihan Kepemimpinan jumlahnya ada 31 orang terdiri dari laki-laki
(25 orang, 81%) dan perempuan (6 orang, 19%).
Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional jumlahnya ada 29 orang terdiri dari laki-
laki (16 orang, 55%) dan perempuan (13 orang, 45%).
Peserta Pelatihan Diklat Teknis jumlahnya ada 39 orang terdiri laki-laki (20 orang,
51%) dan perempuan (19 orang, 49%).
Peserta Latsar CPNS 2025 :

1) 1 orang laki-laki dari Inspektorat

2) 2 orang laki-laki lulusan STTD

3) CPNS Formasi Umum jumlahnya ada 875 orang yang terdiri dari laki-laki

(274 orang, 31%) dan perempuan (601 orang, 69%)

Ujian Dinas jumiahnya ada 18 orang, terdiri dari laki-laki (14 orang, 78%) dan
perempuan (4 orang, 22%).
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) jumlahnya ada 23 orang terdiri
dari laki-laki (15 orang, 65%) dan perempuan (8 orang, 35%).
Orientasi PPPK belum terlaksana

. Isu Kesenjangan

1) Pelatihan Kepemimpinan

Akses: Perempuan lebih sedikit mendapat kesempatan dibanding laki-laki.
Partisipasi: Rendah, sehingga keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan
masih terbatas.




* Kontrol: Didominasi laki-laki, perempuan kurang berperan dalam pengambilan
keputusan.
* Manfaat: Lebih banyak dinikmati laki-laki, membuka jalan karier strategis.

2) Pelatihan Jabatan Fungsional

» Akses: Relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

* Partisipasi: Perempuan cukup tinggi meski masih sedikit di bawah laki-laki.

» Kontrol: Laki-laki masih lebih dominan dalam menentukan peran dan keputusan
strategis.

* Manfaat: Mulai dirasakan seimbang, namun peluang pengembangan karier
perempuan masih perlu ditingkatkan.

3) Pelatihan Dilkat Teknis

» Akses: Hampir setara antara laki-laki dan perempuan.

+ Partisipasi: Perempuan mampu berpartisipasi hampir sama dengan laki-laki.
« Kontrol: Laki-laki tetap lebih dominan pada pengambilan keputusan teknis.

» Manfaat: Relatif seimbang, namun potensi perempuan untuk berkembang masih |
terbatas.

4) Pelatihan Dasar CPNS 2025
» Akses: Perempuan lebih banyak memperoleh kesempatan dibanding laki-laki.

» Partisipasi: Tinggi pada perempuan, menunjukkan tren positif generasi ASN
baru.

* Kontrol: Masih minim, karena peserta perempuan baru pada tahap awal karier.

* Manfaat: Besar bagi perempuan, namun berisiko tidak berlanjut ke jenjang
strategis jika tidak ada afirmasi.

5) Ujian Dinas

» Akses: Perempuan lebih sedikit memperoleh kesempatan dibanding laki-laki.

» Partisipasi: Rendah, sehingga keterwakilan perempuan dalam jenjang karier
terbatas.

» Kontrol: Dikuasai laki-laki, perempuan jarang menentukan hasil.



« Manfaat: Lebih banyak diterima laki-laki, berimplikasi pada percepatan karier.

6) UPKP

* Akses: Perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

* Partisipasi: Rendah, sehingga jumlah perempuan yang mengikuti masih sedikit.

* Kontrol: Lebih besar di tangan laki-laki, perempuan masih terbatas perannya.

+ Manfaat: Lebih banyak dirasakan laki-laki karena peluang naik pangkat lebih
terbuka.

Dapat disimpulkan bahwa perempuan masih rendah keterwakilannya pada
pelatihan strategis (kepemimpinan dan JPT) sehingga akses untuk memperkuat
kapasitas kepemimpinan terbatas. Laki-laki lebih sering mendapatkan kesempatan
mengikuti pelatihan yang menunjang karier ke jabatan pimpinan, sementara
perempuan lebih banyak diarahkan pada jabatan fungsional.

Perempuan cenderung lebih dominan pada pelatihan dasarflatsar CPNS
(prajabatan). Perempuan menghadapi hambatan non-teknis seperti keterbatasan
waktu, peran ganda, dan tanggung jawab domestik yang memengaruhi keikutsertaan
dalam pelatihan.

Belum ada kebijakan afirmasi atau alokasi anggaran yang memastikan
keterlibatan setara antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, peluang perempuan
untuk naik jabatan strategis lebih kecil dibanding laki-laki meskipun memiliki
kompetensi.

4. Sebab-Sebab Kesenjangan

» Struktural : Jumlah perempuan yang menduduki JPT masih rendah.

 Kultural : Norma dan stereotip gender yang menilai laki-laki lebih cocok menjadi
pemimpin masih sangat kuat dalam budaya birokrasi. Kepemimpinan sering
diidentikkan dengan sifat maskulin seperti ketegasan, keberanian mengambil
keputusan, dan kemampuan mengendalikan bawahan. Akibatnya, perempuan
kerap dianggap kurang sesuai untuk posisi strategis meskipun memiliki
kompetensi yang setara.

* Domestik : Peran ganda perempuan menyebabkan keterbatasan mengikuti
pelatihan yang berlangsung lama atau di luar daerah.




* Kebijakan/Anggaran : Belum ada alokasi anggaran khusus atau strategi inklusi
gender dalam perencanaan pengembangan kompetensi.

5. Rencana Aksi

» Menyediakan data terpilah peserta (laki-laki/perempuan) dalam setiap jenis
pelatihan.

* Menetapkan kuota minimal keterwakilan perempuan (30—40%) dalam pelatihan
kepemimpinan dan JPT.

 Menyusun kebijakan internal BKPSDM yang memastikan kesetaraan gender
dalam pengembangan SDM aparatur.

* Melakukan sosialisasi pentingnya kesetaraan gender dalam pengembangan
kompetensi kepada pimpinan OPD.

6. Output dan Outcome
Output:
» Tersedianya data terpilah gender dalam setiap kegiatan pelatihan.
¢ Bertambahnya jumlah perempuan peserta pelatihan strategis (kepemimpinan, JPT).
» Tersusunnya kebijakan internal BKPSDM yang mendukung kesetaraan gender.

Qutcome:
» Kesempatan laki-laki dan perempuan dalam pengembangan kompetensi lebih setara.
» Meningkatnya keterwakilan perempuan pada jabatan strategis di Pemerintahan,

* Terciptanya birokrasi yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan.




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Sisingamangaraja No.01 Kelurahan Katabaru Hilir, Pulaulaut Sigam, Kotabaru - Kalimantan Salatan 72111
Website ; bkpsdm-kotabarukab info, Email : BEPSDM@kotabarukab, go.id

Kotabaru, 25 September 2025

Yth. Kepala Dinas P3AP2KB
Cq. Bidang PPA Kabupaten Kotabaru

Di -
Kotabaru
SURAT PENGANTAR
NOMOR : 80O/ 723 /BKPSDM/2025
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan

1. | Penyampaian Kegiatan/Sub Kegiatan | 5 (ima) perkas | Disampaikan

Responsif Gender : dengan hormat

1. Koordinasi dan Fasilitasi 5 ik
Pengadaan PNS dan PPPK

g - dipergunakan
2. Eg:lgetulaan Pendidikan Lanjutan sebagaimana
| mestinya

3. Pengelolaan Promosi ASN

4. Pelaksanaan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur

5. Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Tinggi Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan dan
Prajabatan

Pit. Kepala Badan
|

Anang Muham:;d Zen, S.T., M.T.,.CGCAE
Pembina Tingkat | (IV/b)

NIP. 19730916 200312 1 002




=

e

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Sisingamangaraja No.01 Kelurahan Kotabaru Hillr, Pulaulaut Sigam, Kotabary — Kalimantan Selatan 72111

Wabsite . bkpsdm-kotabarukab.info, Email : BKFSDM@kotabarukab.go. id

Kegiatan/Sub Kegiatan Responsif Gender 2025

Lembaga/Masyarakat/
Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Oulput Kegiatan Dunia Usaha /Akademis
yang Teribat
. |Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi |Koordinasi dan Fagilitazi Rp. 554,633,800.- Terlaksananya seleksi yang sensitif gender |BKN
Kepegawaian ASN Pengadaan PNS dan PPPK

Terbentuknya tim sekeksi yang proposional
sacara gender

Tersediannya materi sosialisasi pengadaan yang
netral genderfkesetaraan gender

Terlaksananya sosialisasi atau pelatihan
[kesadaran gender uniuk pimpinan

Meningkatnya jumlah pelamar wanita
Pengembangan Kompetensi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | Rp. 2,606 439,000,- |Tersususnnya pedoman/SOP seleksi Pendidikan [UNLAM, UNHAS,
ASN Lanjutan yang sensitif gender UNIBRAW, Universitas

Jombang

|Mutasi dan Promosi ASN

Pengelolaan Promosi ASN

Rp. 466,140,000 -

F:E:-eq_cagbmziiinﬁcr_
jabatan struktural

BKN

Penilaian dan Evaluasi Kinarja Aparatur

Pelaksanaan Penilatan dan
Evaluasi Kinerja Aparatur

RP. 1.005.362.374,-

BKN

Sartifikasi Kelembangan Pangembangan
Kompatensi Manajeral dan Fungsional

Penyelenggaraan Pengambangan
Kompetensi Bagl Pimpinan
Daerah, Jabatan Tinggi Jabatan
Fungsional , Kepemimpinan dan

Prajahatan

Rp. 10,546,555 600.-

BPSDM Provinsi, BKN,
UNLAM

n, 5.T., M.T..CGCAE

NIP. §9730916 200312 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

SUMBER DAYA MANUSIA

w BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

. JI. Sisingamangaraja No.01 Kelurahan Kotabaru Hilir, Pulaulaut Sigam, Kotabaru — Kalimantan Selatan 72111

Website :

m-kotabarukab.info, Email - BEPSDM@kotabarukab go.id

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp. 554.633.800 -

2 | Pengembangan Kompetensi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp. 2.506.430.000,-
3 |Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN Rp. 466.140.000.-
4 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur RP. 1.005.362.374,-

Sertifikasi Kelembangan Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, |Rp. 10.548.555.600,-

Jabatan Tinggi Jabatan Fungsional . Kepemimpinan dan Prajabatan

= a@uﬁ%&

_F E_._-: M
Tt W
_,,, iw zr q&ggﬁa Zen, S.T., M.T.,.CGCAE

Tingkat | _H_._______,E

\ ,f NP, 19730916 200312 1002
s - P




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sisingamangaraja No.1 Pulaulaut Sigam, Kotabaru-Kalimantan Selatan 72111
Telp:(0518)21002;Fax:(0518)22578, Website:bkpsdm. kotabarukab.go. id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU
NOMOR: 800 / ¥ /BKPSDM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dipandang perlu mengimplementasikan
strategi  Pengarusutamaan Gender melalui

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
penganggaran program dan kegiatan
pembangunan daerah;

b. bahwa untuk penguatan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender perlu membentuk Focal
Point sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender:

¢. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotabaru;

Mengingat ! 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang
pengesahan  Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention of the Elimination of All Forms of
Discrimination Againts Women), (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi
dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3939);




10.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di daerah;




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri  Negara  Pemberdayaan
Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan
Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 05);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16
tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Kabupaten Kotabaru
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2013 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor
11);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2024 Nomor 87);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor
82);




MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru tentang Pembentukan Focal Point
Pengarusutamaan Gender pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA ; Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender
maksud Diktum KESATU adalah ;

1. mempromosikan Pengarusutamaan Gender
pada unit kerja;

2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan
penganggaran SKPD yang responsive gender;

3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi
pengarusutamaan gender kepada pejabat dan
staf dilingkungan SKPD;

4. melaporkan  pelaksanaan PUG  kepada
pimpinan SKPD;

5. mendorong pelaksanaan analisis gender
terhadap kebijakan program, dan kegiatan
pada Unit Kerja;

6. memfasilitasi penyusunan profil gender
dilingkungan SKPD;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal Januari 2025

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kotabaru di Kotabaru

3. Masing-masing yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR: 800 / iti /BKPSDM /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN

KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2025

NO NAMA JABATAN DALAM KEGIATAN

1. | Kepala Badan BKPSDM Kab. Penanggung jawab
Kotabaru

2. | Sekretaris Ketua
Kepala Bidang Pengadaan dan )

3. Pengembangan Aparatur Sckretaris
Kepala Bidang Disiplin,

e Kesejahteraan dan Informasi Anggota

5. | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Anggota
Kepala Sub Bagian Perencanaan

& dan Keuangan Anggota




'Pemerintah Kabupaten Kotabaru Disusun oleh/ | Mustika Sari, S. Sos. J’
Inspektorat Kab. Kotabaru Tanggal 11 Agustus 2025
Direviu oleh / Utuh Waryoto, S. Hut}
Tanggal 12 Agustus 2025
Disetujui oleh / Adi Eka Indra P
Tanggal 12 Agustus 2025

-

RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER

Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan tujuan

REVIU

DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang
menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 telah
mendukung pencapaian sasaran.

Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
Indikator IKU/IKD yang ditetapkan Pemerintah Daerah sudah sejalan dengan Bidang Urusan

yang diampuh oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Kotabaru.

Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program
prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.

a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra
Program Prioritas Daerah yang terdapat pada Bab IV Rancangan RPJMD Kabupaten
Kotabaru Tahun 2025-2029 telah diturunkan pada Rancangan Akhir Renstra Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun
2025-2029,




b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir

Renstra Perangkat Daerah.

Program pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru yang terdapat pada Bab IV Rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun
2025-2029 telah diturunkan pada Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra
Perangkat Daerah periode 2020-2024.

a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun

b.

sebelumnya.
Target selaras karena target tidak lebih rendah dari baseline, ada peningkatan yang
realistis dan konsisten dari target

Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun
sebelumnya

Pada SKPD Badan Kepegawian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru tidak ada IKD.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (kesesuaian penetapan target
Sub Kegiatan dengan data statistik sektoral daerah).
Terdapat penetapan target Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Badan

Kepegawian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tidak

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya yaitu :

No | " Catatan Hasil Reviu Rekomendasi

1.

"Penetapan target pada Sub Kegiatan | Melakukan penyesuaian target dengan
| Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | DSSD, target tidak boleh lebih rendah
' lebih rendah dari Data Statistik Sektoral | dari DSSD, target sebaiknya
| Daerah menunjukkan tren peningkatan.

:Fonatapan target pada Sub Kegiatan | Melakukan penyesuaian target dengan
| Fasililasi Pengembangan Karir dalam | DSSD, target tidak boleh lebih rendah
' Jabatan Fungsional lebih rendah dari dari DSSD, target sebaiknya
' Data Statistik Sektoral Daerah menunjukkan tren peningkatan.




g

Penetapan target pada Sub Kegiatan
Pengelolaan Mutasi ASN lebih rendah
dari Data Statistik Sektoral Daerah

Melakukan penyesuaian target dengan
DSSD, target tidak boleh lebih rendah
DSSD,
menunjukkan tren peningkatan.

dari target  sebaiknya

| Penetapan target pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur lebih rendah dari Data
 Statistik Sektoral Daerah

Melakukan penyesuaian target dengan

DSSD, target tidak boleh lebih rendah
DSSD,

menunjukkan tren peningkatan.

dari target sebaiknya

Penetapan target pada Sub Kegfatan
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
lebih rendah dari Data Statistik Sektoral

Daerah

Melakukan penyesuaian target dengan
DSSD, target tidak boleh lebih rendah
dari DSSD,
menunjukkan tren peningkatan.

target sabaiknya

Penetapan target pada Sub Kegiatan |

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi
| Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Jabatan
| Kepemimpinan,
 Prajabatan lebih rendah dari Data
Statistik Sektoral Daerah

Tingqi, Fungsional,

dan

Melakukan penyesuaian target dengan
DSSD, target tidak boleh lebih rendah
DSSD, target
menunjukkan tren peningkatan.

dari sebalknya

Kepala Badan Kepegawian Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru,

(

. Anang Muhammad Zen8T.,MT., CGCAE

Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 19730916 200312 1 002

Kotabaru, 25 Agustus 2025

Wakil Penanggung Jawab,

H. Adi Eka Indra, S.T., M.T., CGCAE
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 19721030 199803 1 005




